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PEDOMAN TRANSLITERASI   
1. Konsonan  
 
Huruf Arab  Nama  Huruf Latin  Nama  
 Alif  tidak dilambangkan  tidak  dilambangkan ا 
  Ba  B  Be ب 
  Ta  T  Te ت 
  (Tsa  ṡ  es (dengan titik di  atas ث 
  Jim  J  Je ج 
  (Ha  ḥ  ha (dengan titk di bawah ح 
  Kha  Kh  ka dan ha خ 
  Dal  D  De د 
  (Zal  Ż  zet (dengan titik di atas ذ 
  Ra  R  Er ر 
  Zai  Z  Zet ز 
  Sin  S  Es س 
  Syin  Sy  es dan ye ش 
  (Sad  ṣ  es (dengan titik di bawah ص 
  (Dad  ḍ  de (dengan titik di bawah ض 
  (Ta  ṭ  te (dengan titik di bawah ط 
   (Za  ẓ  zet (dengan titk di bawah ظ 
  ain  „  apostrof terbalik„ ع 





  Fa  F  Ef ف 
  Qaf  Q  Qi ق 
  Kaf  K  Ka ك 
  Lam  L  El ل 
  Mim  M  Em م 
  nun  N  En ن 
  wau  W  We و 
  ha  H  Ha ه 
  hamzah  ,  Apostof ء 
  ya  Y  ye ي 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 
tanda (  ).  
2. Vokal  
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda  Nama  Huruf  Latin Nama  
  fatḥah  a  A ا  





  ḍammah  u  U ا  
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama  
  ى    




a dan i  
 
  ى و    




a dan u  
 
 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 









 fatḥah dan alif ...اَ | ...َى  
atauyā‟ 
a  a dan garis di 
atas  
 kasrah danyā‟ i  i dan garis di ى 
atas  
 ḍammah dan wau  u  u dan garis di ىو 
atas  
 
4. Tā‟ Marbūṭah  
Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup 





adalah [t]. Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā‟ marbūṭah  itu transliterasinya dengan (h). 
5. Syaddah (Tasydid)  
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid(  ّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ى ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (   ى ى), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i).  
6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال 
(alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah  
Aturan transliterasi huruf ham ah menjadi apostrop (  ) hanya berlaku bagi 
shamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 





8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an(dari 
al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh.  
9. Lafẓ al-Jalālah (هللا)  
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah.Adapun tā‟ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan 
kepada lafẓ al-Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital  
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 
yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 
menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf 
pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada 





huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk  huruf awal 
dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 
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Pokok permasalahan yang menjadi kajian utama dari penelitian ini adalah 
Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Takalar (Perspektif Hukum Tatanegara Islam). Dari pokok 
masalah tersebut, ditarik sub masalah yaitu: 1) Faktor apa yang menyebabkan 
terjadinya money politik dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah di Kab. Takalar ? 2) Bagaimana dampak yang ditimbulkan money politik 
terhadap masyarakat dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
di Kab.Takalar ? 3) Upaya apa yang dilakukan Bawaslu dalam mencegah 
terjadinya Money Politik di Kab. Takalar ? 4)Bagaimana Pandangan Hukum 
Islam Terhadap Money Politik ? 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 
research) kualitatif melalui pendekatan sosiologis, yuridis normatif, dan syar‟i. 
Sedangkan sumber data primer yaitu melalui wawancara dan dokumentasi 
sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui literatur-literatur dan 
artikel yang relevan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data melalui 
observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan, analisis data yang 
digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Teknik pengolahan dan 
analisis data dalam penelitian ini meliputi klarifikasi data, reduksi data dan editing 
data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya money politik dalam pemilihan anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar yaitu faktor ekonomi, faktor 
pendidikan dan kebiasaan. 2) Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya money 
politik terhadap masyarakat dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah di Kabupaten Takalar yakni merendahkan martabat rakyat, politik uang 
merupakan jebakan untuk rakyat, dan politik uang akan berujung pada korupsi.3) 
Upaya yang dilakukan Bawaslu dalam mencegah terjadinya Money Politik di Kab. 
Takalar yaitu melakukan sosialisasi-sosialisasi dengan pencegahan pelanggaran 
pemilu, varian sosialisasi ada dengan cara tatap muka dengan masyarakat, dengan 
stakeholder yang berkaitan dengan pemilu mulai dari Instansi-instansi terkait, 
Kelembagaan-kelembagaan, Ormas/Lsm. 4) Pandangan Hukum Islam Terhadap 
Money Politik yaitu risywah semua harta yang diperoleh diluar gaji  merupakan 
harta ghulul yang dikategorikan risywah. 
Implikasi dari Penelitian ini, yaitu diharapkan Bawaslu perlu melakukan 
pendidikan politik secara terus menerus terutama sebelum pemilu di dalam 







A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan Negara dengan kultur demokrasi yang memiliki khas 
tersendiri, perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami banyak perubahan mulai 
dari demokrasi perwakilan sampai demokrasi langsung. Demokrasi di Indonesia 
menjadi sangat penting melihat bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum 
sebagaimana di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 “Negara 
Indonesia merupakannegara Hukum”
1
 sehingga perjalanan demokrasi di Indonesia 
juga dipengaruhi oleh produk hukum. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 
Dasar 1945 “Kedaulatan berada ditangan rakyat  dan dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar”
2
 pasal inilah yang menjadi landasan filosofis 
berdemokrasi di Indonesia, demokrasi menjadi wadah penyalur bagi masyarakat 
Indonesia untuk melaksanakan kedaulatannya yakni memilih pemimpin Negara 
Indonesia. 
Salah satu karakteristik negara yang menganut sistem politik demokratis 
ialah terlaksananya pemilihan umum (pemilu). Meskipun demikian sistem 
pemilihan umum negara demokrasi tidak sama disemua negara. Hal itu ditentukan 
oleh latar belakang sosial, kultural, geografis setiap negara bangsa dan model 
demokrasi yang diterapkannya. Secara garis besar system pemilu dapat dibagi 
dua, yaitu sistem proporsional dan sistem non proporsional yang dikenal juga 
dengan sebutan sistem distrik. Sistem proporsional biasa juga disebut dengan 
                                                             
1
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Bab 1, Pasal 1 ayat 3 
2
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 




sistem perwakilan berimbang yang merupakan bentuk penerapan prinsip multi-
memberconstituency, atau satu daerah pemilihan memilih beberapa orang wakil. 
Sedangkan sistem non proporsional atau sistem distrik merupakan bentuk 
penerapan prinsip single-member constituency atau satu daerah pemilihan 
memilih satu wakil saja. Jika sistem pemilihan umum menggunakan sistem 
gabungan antara sistem proporsional dan sistem distrik sebagaimana ditemukan di 
berbagai negara termasuk di Indonesia  pemilihan umum tahun 2004 dan 2009, 
maka cara dan model kampanye yang dipilih tentu dapat disesuaikan. Namun, 
penonjolan ketokohan dan visi, misi, dan program kandidat tetap harus menjadi 
perhatian utama dalam kampanye pemilihan umum.
3
 
Sedikit yang menyangkal bahwa sistem demokrasi parlementer kita berada 
dalam krisis. Dimana rakyat dari negara demokrasi merasa tidak puas dan sangat 
terpecah belah. Politisi mengeluh bahwa pemilih berperilaku seperti anak manja, 
rakyat mengeluh bahwa politisi tuli dengan keinginan mereka. Pemilih berubah 
menjadi sosok yang gemar berganti partai. Secara rutin mengalihkan kesetiaan 
mereka dari satu partai politik ke yang lain. Mereka juga merasa semakin tertarik 
dengan partai yang radikal dan populis (memperjuangkan keinginan rakyat). Di 
mana-mana pandangan politik terus terpecah-belah, semakin sulit untuk mengatasi  
dan membentuk pemerintah yang dapat bekerja dengan baik.
4
 
Ciri terpenting yang  pertama dari perangkat demokrasi tentu saja adalah 
kelaziman perhatian terhadap standar sejumlah institusi demokratis yang berkaitan 
dengan: (a) konstitusionalisme (kewarganegaraan, hukum dan hak); (b) 
kedaulatan rakyat (pemilu, representasi politik, serta daya-tanggap dan 
                                                             
3
Anwar Arifin, Perspektif Ilmu Politik (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.109-
112. 
4





akuntabilitas tatapemerintahan publik); dan (c) partisipasi warga negara (melalui 
berbagai asosiasi, media, dunia akademis dan partisipasi langsung).
5
 Selain peran 
masyarakat dalam kontekstasi politik di Indonesia partai politik juga memiki 
peranan penting selain memberikan pendidikan politik bagi masyakarat juga 
memberikan wadah bagi masyarakat untuk disusung dalam pemerintahan. 
Hal yang kedua adalah perspektif yang dinamis menyangkut bagaimana 
aktor-aktor utama berhubungan dengan institusi yang lebih kurang demokratis. 
Ada dua langkah penting di sini. Pertama adalah identifikasi aktor-aktor utama. 
Tak semua aktor bisa disertakan dalam penilaian. Karena terjadi lokalisasi politik, 
yang diutamakan adalah aktor-aktor yang berada di tingkat provinsi yang 
diidentifikasi adalah aktor-aktor yang berpengaruh kuat dan aktor-aktor alternatif.
6
 
Dalam kontekstasi politik di Indonesia yang memiliki banyak keberagaman tentu 
faktor figure dalam institusi politik menjadi sangat penting apalagi dalam 
kaitannya dengan pencalonan masyarakat dalam pemerintahan partai politik 
memiliki fungsi dan peran untuk membentuk figure tersebut sehingga dapat 
memuaskan rasa demokratis masyakat dalam memilih pemimpin. 
Perbedaan kultur politik masyarakat Indonesia juga dipengaruhi oleh 
kultur daerah atau wiliyah tempat tinggal, lingkungan memberikan peran yang 
sangat besar dalam memilih pemimpin partai politik menjadi sarana masyarakat 
untuk berkontekstasi tapi tak sedikit pula masyarakat yang hanya memilih partai 
demi mencapai tujuan pribadinya bukan mewakili idoelogi politik dari partai. 
Adanya pergeseran pola pemilihan kepala daerah memberikan dampak perubahan 
demokrasi di dearah dari pemilihan gubernur oleh presiden menjadi pemilihan 
gubernur secara langsung oleh rakyat. Perubahan ini memberikan kesempatan 
                                                             
5
Willy Purna Samadhi, Demokrasi di Atas Pasir (Jakarta; Pcd Press, 2009), h.30 
6




masyakarat daerah untuk memilih kepala daerahnya masing-masing sekaligus ikut 
serta dalam pesta demokrasi. Perubahan demokrasi tersebut memberikan dampak 
luas bukan hanya dalam konteks pemilihan kepala daerah juga dalam konteks 
pemilihan dewan perwakilan rakyat daerah sebab pergeseran tersebut seakan 
menghidupkan kembali nafas demokrasi daerah yang dulunya terlalu sentralistik 
dan sekarang memberikan peluang kepada daerah untuk mengurusi daerahnya 
sendiri melalui otonomi daerah yang seluas-luasnya. 
Kehadiran partai politik merupakan kisah yang panjang. Meskipun 
demikian kehadiran partai politik tidak setua dengan kehadiran Negara, karena 
kehadiran partai politik sejalan dengan pertumbuhan demokrasi. Partai politik 
lahir dan berkembang secara alamiah pada abad ke-18 di Eropa Barat (Inggris dan 
Prancis) sebagai organisasi yang menghubung antara rakyat dengan pemerintah. 
Partai politik berkembang terus hingga saat ini dengan masing-masing membawa 
ideologi tertentu, antara lain liberalisme, komunisme, sosialisme, fasisme, 
kapitalisme, Kristen demokrat, Islam, atau Pancasila. Sejalan dengan 
perkembangan demokrasi diseluruh dunia maka partai politik juga semakin 
mengalami perkembangan. Studi mengenai partai politik juga mengalami 
kemajuan yang pesat. Hal itu dilakukan antara lain oleh Maurice Duverger, Robert 
Dahl, Giovani Sartor, Paige Johnson Tan Diamon, dan R.William Liddle. Para 
pakar dan ilmuan tersebut pada umumnya sepakat tentang pentingnya eksistensi 
partai politik terhadap demokrasi termasuk dalam konsolidasi demokrasi di 
Negara-negara berkembang.
7
 Selain itu partai politik memberikan pendidikan 
politik terhadap masyarakat. 
Partai politik memiliki peranan dalam mengakomodir aspirasi masyarakat 
sekaligus memberikan edukasi bagi masyarakat daerah setiap partai politik 
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menempatkan pengurus partai disetiap daerah baik itu daerah provinsi maupun 
kabupaten/kota yang disebut Dewan Pimpinan Wilayah untuk pengurus partai 
tingkat provinsi dan Dewan Pimpinan Daerah untuk pengurus partai politik 
tingkat kabupaten/kota. Setiap partai politik memiliki pandangan dan ideologinya 
masing-masing, ada dua kubu besar dalam ideologi politik di Indonesia partai 
politik nasionalis dan Islam, perbedaan pandangan ini yang memberikan kekhasan 
politik di Indonesia, bukan hanya partai nasionalis yang memiliki peranan penting 
dalam demokrasi Indonesia melainkan partai Islam juga memberikan sumbangsi 
yang besar. Islam dalam perjalananya bukan hanya persoalan agama melainkan 
juga persoalan Negara.
8
 Partai politik menjadi penopang negara demokrasi. 
Saat ini hubungan antara pusat dan pemerintah daerah setidaknya dapat 
digambarkan dalam tiga model hubungan sebagaimana digambarkan oleh Clarke 
dan stewart. Pertama, the relative autonomy modelb. Model ini memberikan 
kebebasan yang relatif besar terhadap pemerintah daerah dengan tetap 
menghormati eksistensi pemerintah pusat. Penekanannya adalah pada pemberian 
kebebasan bertindak bagi pemerintah daerah dalam kerangka kekuasaan/tugas dan 
tanggung jawab yang telah dirumuskan oleh peraturan perundang undangan. 
Kedua, The Agency Model. Model di mana pemerintah di mana pemerintah daerah 
tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti sehingga keberadaanya terlihat 
lebih sebagai agen pemerintah pusat yang bertugas untuk melakasanakan tugas 
pemeritah pusat. Ketiga, The Interaction Model, model di mana keberadaan dan 
bentuk pemerintah daerah ditentukan oleh interaksi dengan pemerintah pusat.
9
 
Ketiga teori ini menggambarkan hubungan antara pemerintah pusat dengan 
pemerintah daerah di mana daerah diberikan kewenangan untuk mengelola 
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daerahnya sesuai peraturan perundang-undangan akan tetapi kebebasan dalam 
mengurusi daerahnya tetap harus menghormati kebijakan dari pemerintah pusat. 
Di masa pemerintahan Orde Baru, politik hukum ditetapkan dalam garis 
besar haluan negara yang tertuang dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat. Politik hukum yang ditetapkan dalam garis besar haluan negara ini 
selanjutnya dijabarkan dalam rencana pembangunan lima tahun (Repelita). 
Sekarang ini, politik hukum yang paling mendasar ditetapkan dalam undang-
undang, yaitu dalam UU No.17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan  
jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025.
10
 Pemilihan umum merupakan salah 
satu sarana pergantian kepemimpinan yang demokratis, sistem ini juga dianggap 
sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Alasan bahwa pemilu adalah 
system yang demokratis karena rakyat dapat secara langsung memilih wakil 
mereka di parlemen dan juga pasangan presiden-wakil presiden. Akan tetapi, 
pemilu yang demokratis dijalankan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia 
(Luber), serta jujur dan adil (Jurdil).
11
 Perkembangan partai politik di Indonesia 
senangtiasa mengikuti perkembangan demokrasi di Indonesia.  
Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004 bangsa Indonesia telah 
menyelenggarakan Sembilan kali pemilihan umum, yaitu pemilihan umum 1955, 
1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004. Dari pengalaman sebanyak 
itu, pemilihan umum 1955 dan 2004 mempunyai kekhususan dan keistimewaan 
dibanding dengan yang lain. Semua pemilihan umum tersebut tidak 
diselenggarakan dalam situasi yang vacuum, melainkan berlangsung di dalam 
lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum itu sendiri. Dari 
pemilihan umum-pemilihan umum tersebut juga dapat diketahui adanya upaya 
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untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia.
12
 Sejarah 
demokrasi di Indonesia diharapkan menjadi demokrasi yang bersih namun banyak 
oknum yang melakukan hal curang salah satunya adalah money politik yang 
seakan menjadi ancaman bagi integritas demokrasi di Indonesia Money politik 
adalah penggunaan uang untuk mendapatakan posisi atau perolehan dukungan 
dalam mencapai kekuasaan, dan ini bisa berupa uang untuk khidmah kepada 
masyarakat, agar suatu saat akan memihak kepadanya jika ada pengambilan 
keputusan (Direktorat Junderal Pendidikan Islam), sementara money money 
politik menurut Afan Gaffar adalah tindakan membagi-bagi uang baik sebagai 
milik partai atau pribadi untuk membeli suara.  
Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrument penting dalam negara 
demokrasi yang menganut system perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat 
penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara 
rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai 
orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara 
dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik 
(parpol). Oleh sebab itu, adanya partai politik merupakan keharusan dalam 
kehidupan politik modern yang demokratis. Hal itu dimaksudkan untuk  
mengatikfkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, 
memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan 
sarana sukses kepemimpinan politik secara sah dan damai. Dengan demikian, 
seperti halnya pemilu, parpol pun merupakan komponen penting dari Negara 
demokrasi. Perlu ditegaskan pembahasan hukum pemilu tidak dapat dilepaskan 
dari pembahasan sistem yang mengatur tentang susunan dan kedudukan lembaga 
perwakilan, sebab pemilu diselenggarakan dalam rangka mengisi lembaga 
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perwakilan. Pemilu mutlak diperlukan oleh negara yang menganut paham 
demokrasi.
13
 Sistem pemilihan umum adalah metode atau cara yang mengatur dan 
memungkin warga negara untuk memilih para wakil rakyat dari anggota 
masyarakat itu sendiri. Metode berhubungan dengan prosedur dan pengaturan 
penetapan kursi dilembaga perwakilan.
14
 Partai politik pemilu dan demokrasi 
menjadi hal yang tidak terpisahkan. 
Semaraknya dinamika politik di Indonesia tidak hanya dirasakan pada 
pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah salah satunya adalah di Kabupaten 
Takalar Sulawesi-Selatan persaingan politik di Takalar berjalan sangat ketat, 
persaingan politik tidak hanya melibatkan pasangan calon namun juga pendukung 
calon. Pada tahun 2019 tercatat 205.702 daftar pemilih tetap yang ada di 
Kabupaten Takalar yang jumlah ini tentu sangat besar dan perlu kerja sama 
banyak pihak untuk mengawasi pemilihan di Kabupaten Takalar. Hal ini tentu 
menjadi tugas Bawaslu dan kabupaten Takalar untuk menjamin agar proses 
demokrasi di Kabupaten Takalar berjalan dengan baik tanpa intervensi dari 
berbagai pihak termasuk praktik money politik. Sebagaimana pada pelaksanaan 
Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Takalar, terdapat 1 laporan dugaan politik uang 
yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Takalar. Akan tetapi terselenggaranya 
demokrasi yang baik di Kabupaten Takalar tentu juga harus didukung oleh 
pemikiran masyarakat bahwa pemilu harus bebas dari money politik sehingga 
masyarakat tidak terlibat dalam kasus money politik. 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka peneli 
terarik untuk membahas lebih jauh dalam skripsi ini dengan judul “Pengaruh 
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Money Politik Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di 
Kabupaten Takalar Perspektif Hukum Tatanegara Islam”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Fokus penelitian ini adalah Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Takalar Perspektif 
Hukum Tatanegara Islam. 
1. Fokus Penelitian 
a) Money politik 
b) Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
c) Hukum Tata Negara Islam 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk menghindari terjadinya perbedaan pemahaman atau penafsiran 
dalam memahami maksud yang terdapat dalam penelitian ini, maka  akan 
diuraikan pengertian istilah pokok agar pembaca dapat memperoleh kejelasan 
terhadap tulisan ini.  
a) Money Politik 
  Money politik adalah suatu upaya pengaruhi orang lain dengan 
menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses 
politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi 
atau partai untuk mempengaruhi suarah pemilih (voters). Pengertian ini secara 
umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang 
karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik pemberian itu. Jika 
maksud tersebut tidak ada, maka pemberian tidak akan dilakukan juga. Praktik 
semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan. Konsekuensinya para 






 Money Politik pada hakikatnya justru menggangu 
jalannya demokrasi yang baik dan bersih. 
b) Pemilihan Anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah 
Pemilihan yang dimaksud adalah pemilihan anggota DPRD atau pemilihan 
calon anggota legislatif. Pemilihan anggota DPRD pada dasarnya tidak hanya 
bermakna filososfis dan politik, tetapi juga memiliki makna sosiologis. 
Penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil 
merupakan prakondisi bagi terwujudnya lembaga-lembaga permusyawaratan 
rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang memiliki 




Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga 
perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah terdiri atas pemerintah 
daerah dan DPRD. Telah dikemukakan bahwa DPRD merupakan lembaga 
perwakilan rakyat  daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah menempatkan DPRD sebagai institusi yang sejajar dengan 
pemerintah daerah. Dalam kedudukan yang sejajar itu, DPRD bersama‐sama 
dengan Kepala Daerah melaksanakan fungsi‐fungsi pemerintahan daerah yang 
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c) Hukum Tata Negara Islam 
Hukum tata negara Islam dalam skripsi ini  dijadikan sebagai pisau analisis 
atau alat untuk melihat dan menganalisis bagaimana pengaruh Money Politik 
Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten 
Takalar Perspektif Hukum Tata Negara Islam. Hukum tata negara islam mengatur 
hal-hal yang terkait kenegaraan seperti bentuk-bentuk dan susunan negara, tugas-
tugas negara, perlengkap negara, dan hubungan alat perlengkapan negara tersebut. 
Maka jika kita melihat di Indonesia ada banyak lembaga-lembaga seperti 
presiden, DPR, DPD, dan sebagainya maka itulah salah satu contoh dari hal yang 
diatur dalam hukum tata negara Islam. Selain itu dalam hukum tata negara Islam 
juga diatur hubungan pemerintah pusat dan daerah (otonomi daerah). 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latarbelakang masalah diatas maka dapat ditarik pokok 
masalah yakni bagaimana Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Takalar Perspektif Hukum Tata 
Negara Islam. 
Berdasarkan pokok masalah diatas maka dapat ditarik sub masalah sebagai 
berikut; 
1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya money politik dalam pemilihan 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahdi Kab. Takalar? 
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan money politik terhadap masyarakat 
dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di kab. 
Takalar? 
3. Upaya apa yang dilakukan Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Money 
Politik di Kab. Takalar? 




D. Kajian Penelitian Terdahulu 
1. Willy Purna Samadhi, Demokrasi di Atas Pasir, 2009. Buku ini 
merupakan buku yang membahas mengenai kemajuan dan kemunduran 
demokrasi di Indonesia bagaimana perjalanan politik kewarganegaraan di 
Indonesia yang terus dibayangi oleh komunalisme lokal buku ini banyak 
mengkritisi dominasi politikdan konsolidasi elit politik dan bagaiamana 
merangcang representasi rakyat dindonesia. Dalam pembahasan buku ini 
berbeda dengan penelitian penulis, karena peneliti memfokuskan 
penelitian tentang pengaruh money politik Dalam Pemilihan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Takalar Perspektif 
Hukum Tata Negara Islam. 
2. Frank Karsten dan Karel Beckman, Kegagalan Demokrasi, 2013. Buku ini 
memuat bagaimana gambaran demokrasi dari masa kemasa menjelaskan 
berbagai bentuk kegagalan dalam implementasi demokrasi di mana buku 
ini menjelaskan bahwa mayoritas selalu menjadi pemicu atau faktor utama 
dalam demokrasi Indonesia.Selain itu buku ini juga menggambarkan 
bagaiamana masyarakat dalam menggunakan kedaulatannya dalam 
demokrasi itu sendiri. Dalam buku kegagalan demokrasi tidak adanya 
pembahasan pengaruh money politik didaerah hanya terfokus pada 
perkembangan demokrasi dari kacamata politik pusat padahal daerah juga 
memiliki kontribusi yang sangat besar bagi demoraksi di Indonesia dan 
justru politik daerah yang sangat rentan terpengaruh money politik. 
Pembahasan buku ini berbeda dengan penelitian penulis karena  penulis 
memfokuskan pada Faktor yang menyebabkan terjadinya money politik 





3. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Poltik, 2017. Buku ini membahas 
mulai dari defisini ilmu politik, hubunganya dengan ilmu lain, buku ini 
juga menggambarkan jenis jenis budaya politik dimasyarakat dan 
menguraikannya dengan lengkap cakupan buku ini dalam disiplin ilmu 
politik hukum juga mengangkat teori kekuasaan dan pelembagaan Negara. 
Buku ini memberikan gambaran mengenai demokrasi di Indonesia baik itu 
dari segi tantangan maupun peluang demokrasi di Indonesia, uraian sejarah 
perjalanan panjang partai politik baik di dunia maupun di Indonesia 
memberikan gambarang yang sangat penting untuk mengkaji lebih jauh 
bagaimana peran partai politik dalam pembangunan demokrasi di 
Indonesia. Pembahasan buku ini berbeda dengan penelitian penulis karena  
penulis memfokuskan pada dampak yang ditimbulkan money politik 
terhadap masyarakat dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah di kab. Takalar. 
4. Anwar Arifin, Perspektif Ilmu Politik, 2015. Buku ini diawal mengkaji 
hakikat ilmu politik sebagai rumpun ilmu pengetahuan, dari gambaran 
awal dibuku tersebut dapat dipahami hakikat ilmu politik dalam kaitannya 
dengan rumpun ilmu politik. Buku ini juga membahas berbagai aspek 
penting dalam partai politik mulai dari latar belakang sejarah, fungsi, 
sistem, asas dan citra partai politik selain itu diangkat pula bagaimana pola 
politik masyarakat Indonesia atau partisipasi politik masyarakat di 
Indonesia pentingnya pembahasan partisipasi politik masyarakat di buku 
tersebut dikaitkan dengan komunikasi politik di mana masyarakat menjadi 
sasaran utama dalam komunikasi politik baik itu dalam pemilihan umum 
maupun dalam pendidikan politik di Indonesia. Pembahasan buku ini 




upaya yang dilakukan Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Money 
Politik di Kab. Takalar. 
5. Hafied Cangara, Komunikasi Politik, 2002. Buku tentang komunikasi 
politik atau disiplin yang menelaah kegiatan atau perilaku komunikasi 
yang bersifat politik yang mempunyai akibat politik atau memiliki 
pengaruh terhadap perilaku politik. Buku ini lebih jauh lagi membahas 
politik tidak lagi dalam tataran dasar buku ini sudah mulai membahas 
mengenai kebebasan pers dalam demokrasi di Indonesia bahwa kebebasan 
pers merupakan pilir penting bagi demokrasi meskipun hubungan antara 
pemerintah dan pers pasang surut dalam perjuangan menegakkan 
demokrasi, terutama dalam mengingatkan para petuas negara yang diberi 
legitimasi oleh rakyat untuk mengurus kepentingan rakyat. Buku ini 
banyak menjelaskan bagaiman konsep komunikasi politik dalam  
kaitannya dengan kebebasan pers tapi buku ini tidak membahas bagamana 
komunikasi politik antara pemilih, calon wakil rakyat dan pengawas 
pemilu sehingga terdapat kesenjangan antara ketiganya hal inilah yang 
terkadang dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk masuk kemudian 
melakukan politik praktis maupun money politik. Oleh karena itu perlu 
ada kajian mendasar tentang hubungan ketiganya. Pembahasan buku ini 
berbeda dengan penelitian penulis karena  penulis memfokuskan pada 
Faktor yang menyebabkan terjadinya money politik dalam pemilihan 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahdi Kab. Takalar. 
6. Indra J. Piliang, Mengenal Teori-Teori Politik Dari sistem Politik Sampai 
Korupsi, 2006. Buku ini menjelaskan tentang perkembangan teori-teori 
ilmu politik di Indonesia semakin pesat, terutama sejak pergeseran sistem 




masyarakat Indonesia dalam usia dewasa semakin akrab dengan 
perkembangan politik, dalam buku ini membuka lembaran baru dalam 
memahami teori olmu politik di Indonesia. Buku ini hanya membahas 
mengenai korupsi saat calon legisatif menjabat namun buku ini tidak 
mejawab problematika yang terjadi dilapangan yakni akar dari korupsi. 
Pemilihan wakil rakyat yang diawali dengan kecurangan money politiklah 
yang pada hakikatnya menjadi akar dari korupsi yang membudaya di 
Indonesia.Pembahasan buku ini berbeda dengan penelitian penulis karena  
penulis memfokuskan pada dampak yang ditimbulkan money politik 
terhadap masyarakat dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah di kab. Takalar. 
7. Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, 2018. Buku ini 
menjelaskan jejak teori tentang kepemiluan. Di mana dengan kajian 
lengkap sehingga dapat memahami pemilu secara umum. Kajian dalam 
buku ini terdiri atas: pemilhan umum, landasan pemilu, asas pemilihan 
umum, dasar hukum pemilu, prinsip penyelenggaraan pemilu, fungsi 
pemilu, tujuan pemilu, jenis-jenis pemilu, sistem pemilu, penyelenggaran 
pemilu, peserta pemilu, kampanya pemilu, pelanggaran sengketa, tindak 
pidana, dan perselisihan hasil pemilu, penentuan hasil pemilu, dan pemilu 
di beberapa negara. Meski buku ini membahas mengenai hukum pemilu, 
nyata buku ini tidak memaparkan tentang bagaimana hukum itu bergerak 
dan mencegah praktek money politik. Buku ini hanya memaparkan 
hukuman bagi pelaku namun tidak pada pencegahan. Pembahasan buku ini 
berbeda dengan penelitian penulis karena  penulis memfokuskan pada 
upaya yang dilakukan Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Money 




8. Rahman. Sistem Politik Indonesia, 2007. Buku menggambarkan 
pengetahuan dan pemahaman yang relatif komprehensif dan holistic 
(menyeluruh) terhadap implementasi ketatanegaraan Indonesia. Dalam 
buku ini juga tergambarkan secara jelas dalam bagan struktur dan sistem-
sistem politiknya. Dalam struktur dan fungsinya mengcakup beberapa 
elemen yang meliputi elemen lingkungan (environment), interest group, 
partai politik,legislatif, eksekutif, birokrasi, yudikatif, fungsi sistem politik 
dan lingkungan eksternal sistem politik. Pembahasan buku ini berbeda 
dengan penelitian penulis karena  penulis memfokuskan pada Faktor yang 
menyebabkan terjadinya money politik dalam pemilihan anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah di Kab. Takalar. 
9. Nisa Nabila, dkk, Pengaruh Money Politik dalam Pemilihan Anggota 
Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi, 2020. Jurnal ini 
menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya politik 
uang adalah sistem pemilu yang mana terbagi atas sistem distrik yaitu 
sistem pemilu yang didasarkan atas  kesatuan geografis dan sistem 
proporsional yaitu sistem yang dalam pembagian kursi di lembaga 
perwakilan rakyat ddibagikan kepada tiap-tiap partai politik sesuai dengan 
presentase jumlah suara yang diperoleh tiap partai politik. Dalam hasil 
penelitian jurnal ini berbeda dengan penelitian penulis, karena peneliti 
memfokuskan penelitian tentang pengaruh money politik Dalam Pemilihan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Takalar 






E. Tujuan dan  Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka  dapat ditarik tujuan umum 
yakni untuk mengetahui pengaruh Money Politikdalam pemilihan anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah di Kab. Takalar Perspektif Hukum Islam. 
Berdasarkan tujuan umum diatas maka dapat ditarik tujuan khusus sebagai 
berikut: 
a. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya Money Politik 
dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kab. Takalar. 
b. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan Money Politik terhadap 
masyarakat dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di 
Kab. Takalar 
c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Bawaslu dalam mencegah terjadinya 
Money Politik di Kab. Takalar. 
d. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap money politik. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
a) Kegunaan Teoretis 
Adapun kegunaan teoretis pada penelitian ini agar diharapkan dapat 
menambah wawasan terkait dengan Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Takalar Perspektif 
Hukum Islam. 
b) Kegunaan Praktis 
Dengan adanya penelitian ini akan memberikan pemahaman kepada 
masyarakat tentang  pengaruh money politik dalam pemilihan Anggota Dewan 




menghindari money politik dalam mempengaruhi perilaku orang dengan 
menggunakan imbalan tertentu baik berupa uang dan lain sebagainya. 
c) Kegunaan Akademik 
Dengan adanya kegunaan akademik pada penelitian ini supaya menjadi 








A. Tinjauan Umum Tentang Money Politik 
1. Pengertian Politik 
Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis 
yang berarti kota yang berstatus negara kota (city state).
1
 Dalam negara kota di 
zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan (kebaikan, 
menurut Aristoteles) dalam hidupnya.
2
 Politik yang berkembang di Yunani kala 
itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan 
individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. 
Pemikiran mengenai politik pun khususnya di dunia barat banyak dipengaruhi 
oleh filsuf yunani kuno, Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap politics 
sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik  (polity) yang terbaik.
3
 
Namun demikian, definisi politik hasil pemikiran para filsuf tersebut belum 
mampu memberi tekanan terhadap upaya-upaya praktis dalam mencapai 
polityyang baik. Meskipun harus diakui, pemikiran-pemikiran politik yang 
berkembang dewasa ini juga tidak lepas dari pengaruh para filsuf tersebut. 
Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan politik secara 
berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran tentang politk. 
Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan 
dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah 
tertentu, di mana kendali ini dikosong lewat instrumen yang sifatnya otoritaf dan 
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 Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan proses pembuatan 
keputusan publik. Penekanan terhadap penggunaan instrumen otoritaf dan koersif 
dalam pembuatan keputusan publik berkaitan dengan siapa yang berwenang, 
bagaimana cara mengguankan kewenangan tersebut, dan apa tujuan dari suatu 
keputusan yang disepakati. Jika ditarik beang merahnya, definisi politik menurut 
Almond juga tidak lepas dari interaksi dalam masyarakat politik untuk 
menyepakati siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan 
keputusan publik. 
Defenisi politik juga diberikan oleh ilmuwan politik lainnya, yaitu Andrew 
Heywood. Menurut Andrey Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang 
bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-
peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas 
dari gejala konflik dan kerja sama.
5
 Dengan definisi tersebut, Andrew Heywood 
secara tersirat mengungkap bahwa masyarakat politik dalam proses interaksi 
pembuatan keputusan olitik juga tidak lepas dari konflik antara individu dengan 
individu , individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok 
lainnya. Dengan kata lain, masing-masing kelompok saling mempengaruhi agar 
suatu keputusan publik yang disepakati sesuai dengan kepentingan kelompok 
tertentu. 
Konflik dan kerja sama dalam suatu proses pembuatan keputusan publik 
adalah suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan sebagai bagian dari proses 
ineraksi antar kepentingan. Aspirasi dan kepentingan setiap kelompok dan 
individu dalam masyarakat tidak selalu sama, melainkan berbeda bahkan dalam 
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banyak hal bertentangan satu sama lain.
6
 Oleh sebab itu, sebuah kelaziman apabila 
dalam realitas hari-hari dijumpai aktivitas politik yang tidak terpuji dilakukan oleh 
kelompok politik tertentu demi mencapai tujuan yang mereka cita-citakan. Peter 
Merkl mengatakan bahwa politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah 
perbuatan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaa untuk kepentingan diri sendiri.
7
 
2. Pengertian Money Politik 
Mengenai pengertian money politik secara umum, money politik diartikan 
sebuah upaya untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menggubakan imbalan 
tertentu. Money politik diindentikkan dengan seluruh aktifitas politik. Menurut B. 
Herry Priyono, istilah politik uang digunakan setidaknya pada dua gejala. 
Pertama, istilah itu menunjuk kepada fakta tentang kekuatan uang dalam 
perebutan kekuasaan. Kedua, istilah money politik menunjuk gejala pembusukan 
yang dibawa oleh kuasa uang dalam menentukan proses pencalonan, kampanya, 
dan hasil pemilu para anggota legislatif ataupun presiden. Money politik adalah 
penggunaan uang untuk mendapatakan posisi atau perolehan dukungan dalam 
mencapai kekuasaan, dan ini bisa berupa uang untuk khidmah kepada masyarakat, 
agar suatu saat akan memihak kepadanya jika ada pengambilan keputusan 
(Direktorat Junderal Pendidikan Islam), sementara money money politik menurut 
Afan Gaffar adalah tindakan membagi-bagi uang baik sebagai milik partai atau 
pribadi untuk membeli suara.
8
 Money politik seakan menjadi hantu bagi setiap 
pemangku kekuasaan. 
Dalam konteks ini, uang telah dijadikan sebagai strategi legislative untuk 
membeli suara demi memperoleh elektabilitas daalam suatu pemilihan. Dengan 
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uang merupakan faktor urgen yang berguna untuk mendongkrak charisma 
personal seseorang melalui pencitraan dan sekaligus berfungsi mengendalikan 
wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Money 
politik muncul karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku (partai, politisi, 
atau perantara) dan korban (rakyat). 
Ketika mengulas tentang larangan money poltik dalam pemilu, hal ini 
dimuat dalam UU No. 7 Tahun 2017 yaitu Pasal 280 ayat 1 huruf j yang 
menjelaskan bahwa Pelaksana, Peserta dan tim kampanye pemilu dilarang 
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye 
pemilu.
9
 Dimana dalam ketentuan pasal 187 A ayat 1 UU No. 10 Tahun 2016 
tentang pemilihan Kepala daerah menjelaskan bahwa politik uang adalah setiap 
orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan uang 
atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak 
menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, 
memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 73 ayat 4 di pidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan 
denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
10
 
3. Dampak Praktik Money Politik 
a. Dampak Money Politik Terhadap Pribadi 
Ciri khas demokrasi adalah adanya kebebasan (freedom), persamaan 
derajat (equality), dan kedaulatan rakyat (people‟s sovereghty). Dilihat dari sudut 
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ini, demokrasi pada dasarnya adalah sebuah paham yang menginginkan adanya 
kebebasan, kedaulatan bagi rakyatnya yang sesuai dengan norma hukum yang 
ada. Tidak dapat dipungkiri bahwa money politik merupakan penyakit kronis yang 
dapat meruntuhkan jati diri seseorang,baik pemberi atau penerimanya dapat 
menciderai pondasi akhlak yang paling tinggi, yaitu al-„adalah (keadilan) dan 
ihsan (berbuat baik).
11
 Dua karakter ini menjadi indikator baik-buruknya akhlak 
dan perilaku seseorang.Sementara baik dan buruknya akhlak seseorang menjadi 
ukuran keimanannya terhadap Allah swt.Allah berfirman dalam QS:An-
Nahl/16:90  
ْحَساِن وَ  َهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر ِإنَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْْلِ ِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََبٰ َويَ ن ْ
ُرونَ ّ  َواْلبَ ْغِي  يَِعُظُكْمَلَعلَُّكْمَتذَكَّ  
 
Terjemahnya: 
Sesungguhnya  allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi, kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 




Mengenai sebab turunnya ayat Al-Qur‟an ini, telah disebutkan sebuah 
hadist hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Nadhar memberitahu 
kami, `Abdul Hamid memberitahu kami, Syahr memberitahuku, `Abdullah bin 
`Abbas memberitahuku, dia bercerita, ketika Rasulullah duduk-duduk di beranda 
rumahnya, tiba-tiba `Utsman bin Ma h‟un berjalan melewati beliau seraya 
memberi senyum kepada beliau, maka Rasulullah bertanya: “Tidaklah rngkau 
duduk sejenak?” `Utsman pun menjawab: “Ya.” Kemudian Rasulullah pun duduk 
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menghadap kiblat, dan ketika beliau tengah berbincang dengan `Utsman, tiba-tiba 
beliau membuka matanya kelangit. Kemudian beliau mengarahkan pandangan 
beliau keseblah kanan di tnaha, lalu beliau berpaling dari teman duduknya, 
`Utsman, menuju ke tempat yang menjadi objek pandangan beliau, selanjutnya 
beliau menggerakkan kepalanya seolah-olah ia sedang memahami apa yang 
dikatakan kepadanya, sedang Ibnu Ma h‟un memperhatikannya. 
Setelah selesai mengerjakan keperluannya dan ia memahami apa yang 
dikatakan kepadanya, maka beliau pun mengarahkan pandangannya ke langit 
sebagaimana beliau telah melakukannya pertama kali, lalu pandangannya 
mengikutinya sampai menghilang di langit. Kemudian beliau menghadap kepada 
`Utsman teman duduknya semula. Lalu `Utsman bin Ma h‟un mengatakan: “Hai 
Muhammad, selama aku menemani duduk, tidak pernah aku melihatmu 
melakukan perbuatan seperti perbuatanmu pagi hari.” Maka beliau bertyanya: 
“Apa yang engkau telah lihat dari apa yang aku kerjakan?” Dia menjawab: “Aku 
melihat engkau mengarahkan pandanganmu kelangit kemudian engkau 
menjatuhkannya di sebelah kananmu, lalu engkau berpaling kepadanya dan 
membiarkanku, engkau telah menggerakkan kepalamu seolah-olah engkau sedang 
memahami apa yang dikatakan padamu.Beliau bertanya: “Apakah engkau 
mengetahui hal tersebut?” `Utsman menjawab : “Ya.” Maka Rasulullah bersabda: 
“Tadi aku telah didatangi oleh utusan Allah, sedang engkau dalam keadaan 
duduk.” `Utsman bertanya: “Apakah utusan Allah Jibril as?” “Ya,” jawab 
Rasulullah. `Utsman bertanya: “Lalu apa yang dikatakannya kepadamu?” Beliau 
menjawab: innallaha ya‟murukum bil `adl wal ihsaani (srsungguhnya Allah 
menyuruhmu berlaku adi dan berbuat kebaikaan). Kemudian `Utsman berkata: 
“yang demikian itu terjadi ketika iman telah benar-benar bersemayam di dalam 








Berdasarkan tafsir quraish shihab, Allah memerintahkan para hamba-Nya 
untuk berlaku adil dalam setiap perkataan dan perbuatan. Allah menyuruh mereka 
untuk selalu berusaha menuju yang lebih baik dalam sertiap usaha dan 
mengutamakan yang terbaik dari lainnya. Allah memerintahkan mereka untuk 
memberikan apa yang dibutuhkan oleh para kerabat sebagai cara untuk 
memperkokoh ikatan kasih sayang antar keluarga. Allah melarang mereka 
menyakiti orang lain. Dengan perintah dan larangan itu, Allah bermaksud 
membimbing kalian menuju kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan, agar 
kalian selalu ingat karunia-Nya dan mentaati firman-firman-Nya. 
 Hasil penafsiran dalam kitab Quraish Shihab didapati penjelasan yaitu 
pertama Allah memerintahkan para hambanya untuk berlaku adil dalam setiap 
perkataan dan perbuatannya, ihsan atau kebaikan juga dianjurkan sebab, ihsan 
akan menjaga ketulusan ditengah masyarakat, kedua adalah melarang berbuat 
dosa, lebih-lebih dosa yang amat buruk dan segala perbuatan yang tidak 
dibenarkan oleh syariat Islam.
14
 
b. Dampak Money Politik Terhadap Ekonomi 
Dalam konteks ekonomi, perilaku memberikan dan menerima suap yang 
merupakan bagian dari tindakan korupsi ini dapat menghambat pertumbuhan 
ekonomi suatu Negara. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Paolo Mauro 
sebagaimana dikutip Joko Waluyo, secara ekonomi keberadaan korupsi dan 
money politik atau risywah akan mengganggu mekanisme transmisi pendapatan 
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dan kekayaan sehingga timbulnya korupsi akan menyebabkan timbulnya 
kesenjangan pendapatan, inilah akibat money politik dampaknya terhadap 
pembangunan ekonomi yang tidak merata.
15
  Pejabat negara seakan menghalalkan 
berbagai cara untuk memperoleh jabatan. 
c. Dampak Money Politik Terhadap Masyarakat 
Tindakan money politik yang dilakukan oleh banyak pihak yang akan 
menyebabkan kekacauan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara. 
Yusuf al-qardhawi, mengatakan bahwa tidaklah mengherankan jika Islam 
mengharamkan suap dan bersikap keras terhadap semua pihak yang terlibat di 
dalam praktik itu. Karena tersebarnya praktik suap ditengah masyarakat berarti 
merajalelanya kerusakan dan  kedzaliman, berupa hukum tanpa asas kebenaran 
atau ketidapulian untuk berhukum dengan kebenaran; mendahulukan yang 
seharusnya diakhirkan dan mengakhirkan yang seharusnya didahulukan; juga 
merajalelanya mental oportunisme dalam masyarakat, bukan mental oportunisme 
dalam masyarakat, bukan mental tanggung jawab melaksanakan 
kewajiban.
16
Money Politik menjadi gejala berbahaya bagi masyarakat. 
4. Bentuk Bentuk Money Politik 
Penggunaan uang sebagai kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan 
penyelenggaraan negara, memengaruhi keputusan pihak berwenang agar 
keputusan tersebut dapat berpihak atau menguntungkan si pemberinya, dalam 
praktik kehidupan yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia sangat beragam 
bentuk dan variasinya. Dari beberapa model money politik tersebut beberapa 
contoh kasusnya telah diputus oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan 
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hukum yang tetap sedang beberapa lainnya masih sedang masih dalam tahap 
penyidikan oleh aparat penegak hukum. Model atau bentuk politik uang yang 
terjadi, sebagai berikut: 
a. Politik uang dalam perebutan jabatan strategis di pemerintahan. 
b. Politik uang dalam pemenangan tender/lelang di instantsi pemerintah. 
c. Politik uang dalam pemenangan perkara di pengadilan. 
d. Politik uang dalam pengurusan perkara di kejaksaan. 
e. Politik uang dalam pengurusan perkara di kepolisian. 
f. Politik uang dalam pemenangan Pilkada/Pileg/Pilpres. 
g. Politik uang dalam rekruitmen pegawai negeri sipil (PNS). 
h. politik uang dalam pengurusan izin-izin dari instansi pemerintah17. 
Money politik disebut sebagai salah satu problem mendasar yang terjadi 
dalam pemilu sekaligus secara signifikan telah mengurangi kualitas pemilu yang 
digelar secara langsung dan terbuka. Praktik money politik merupakan potensi 
yang dapat mendorong mobilisasi massa antar kelompok pendukung calon untuk 
mempengaruhi pilihan masyarakat atas dasar kepentingan sesaat. Kesulitan 
mendeteksi praktik politik uang dalam perhelatan pemilu disebabkan tidak adanya 
aturan baku dan tegas baik dari pemerintah, legislatif, maupun yudikatif. Regulasi 
tentang politik uang sangat lemah di mana tidak adanya teks atau redaksi kalimat 
yang secara langsung menyebutkan tentang politik uang melainkan hanya melalui 
tafsiran semata.
18
 Hampir semua lembaga negara yang pejabatnya dipilih oleh 
melaui pemilihan umum pernah terjerat kasus Money Politik. 
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Fenomena bantuan politis ini dalam perspektif sosiologi politik dipahami 
sebagai wujud sistem pertukaran sosial yang bisa terjadi dalam realitas permainan 
politik. Karena interaksi politik memang meniscayakan sikap seseorang untuk 
dipenuhi oleh penggarapan timbal balik (reciprocity). Relasi resiprositas 
merupakan dasar bagi terciptanya sistem pertukaran sosial yang seimbang. Teori 
pertukaran yang dirumuskan dalam kajian sosiologis bahwa tingkah laku individu 
(individual action) itu dipaksa oleh perolehan imbalan, tetapi proses psikologi 
untuk memantapkan tindakan tidak cukup menguraikan wujud relasi pertukaran. 
Konsep psikologis tersebut adalah rasa saling terikat sebagaimana tersirat diantara 
para individu dan keinginan mereka pada berbagai bentuk imbalan. Sementara 
sitem pertukaran sosial meniscayakan terlibatnya aspek kepatuhan individu dan 
rasa hutang budi. Selain itu, pertukaran sosial akan terjadi jika telah terjadi 
kesepahaman antara kedua belah pihak tanpa adanyab paksaan di dalamnya. 
Proses pertukaran itu memiliki sifat asal sebagai sifat dialektika, yang berarti 
terdapatnya proses untuk memberi dan menerima. Proses pertukaran sosial 
tersebut akan menghasilkan strata kekuasaan yang berbeda akibat mekanisme 
sumbangan yang tak seimbang. Sebab dalam dunia politik, tidak ada komoditas 
yang lebih. Baik pelaku maupun masyarakat menganggap dan menilai politik 
uang sebagai suatu kewajaran serta dilakukan secara sadar. Publik memahami 
politik uang sebagai praktik pemberian uang, barang atau imimng-iming sesuatu 
kepada massa secara berkelompok atau individual untuk mendapatkan keuntungan 
politik.
19
 Sebagian dari politisi yang tidak mampu bersaing dengan politisi lain 
mengambil jalan pintas dengan politik uang. 
 
 
                                                             
19
Mashudi Umar, “Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam”, at-turas 2, 




B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan 
1. Pengertian Pemilihan Umum 
Pemilu merupakan salah satu saranapelaksanaan kedaulatan rakyat yang 
berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dilibatkan langsung dalam 
proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang telah 
mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan. Pelaksanaan demokrasi melalui 
pemilu dirancang untuk menggantikan sistem pengangkatan dalam bentuk Negara 
Monarki yang dinilai cenderung memunculkan pemimpin yang otoriter. Walaupun 
demikian, harus kita akui bahwa pelaksanaan demokrasi melalui pemilu bukanlah 
sistem yang sempurna yang tidak mempunyai kelemahan-kelemahan. Pemilu akan 
mencapai tujuan utamanya, yaitu melahirkan para pemimpin amanah yang 
mensejahterakan rakyat, apabila negara yang akan menerapkan demokrasi tersebut 
benar-benar telah siap untuk hidup berdemokrasi.
20
 
2.Sistem Pemilihan Umum 
Salah satu karakteristik Negara yang menganut sistem politik demokrasi 
ialah terlaksananya pemilihan umum (pemilu). Meskipun demikian sistem 
pemilihan umum Negara demokrasi tidak sama disemua Negara. Hal itu 
ditentukan oleh latar belakang sosial, kultural, geografis, setiap Negara bangsa 
dan model demokrasi yang diterapkannya. Secara garis besar sistem pemilu dapat 
dibagi dua, yaitusistem proporsional dan sistem nonproporsional yang dikenal 
juga dengan sebutan sistem distrik. Di beberapa negara dikembangkan varian-
varian dari kedua sistem itu, yaitu mencoba mengawinkan antara sistem 
proporsional dengan sistem distrik.
21
 Setiap negara memiliki ciri dan khas 
tersendiri dalam menjalankan demokrasinya. 
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Dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang demokratis, 
diperlukan sebuah sistem yang mendukung ke arah tersebut. Menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling 
berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Dengan kata lain, kita dapat juga 
mengartikan bahwa sistem adalah bagian-bagian atau komponen-komponen yang 
saling bergantung kepada yang lain dan saling mengadakan interaksi. Ciri sebuah 
sistem adalah pertama, bahwa setiap perubahan dalam satu bagian dari sistem itu 
memengaruhi seluruh sistem. Kedua, bahwa sistem itu bekerja dalam suatu 
lingkungan yang lebih luas dan bahwa ada perbatasan antara sistem dengan 
lingkungannya. Juga perlu diperhatikan bahwa sistem mengadakan interaksi 
dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan itu. Seiring dengan semakin 
diterimanya demokrasi oleh banyak negara di dunia, maka pemilu yang dianggap 
sebagai cara yang paling demokatis dalam menyeleksi pejabat public juga 
semakin diadopsi oleh banyak negara di dunia tersebut. Walaupun pemilu 
merupakan sistem pemilihan yang berasal dari barat, namun saat ini banyak 
negara di dunia yang telah menerima pemilu sebagai mekanisme pemilihan yang 
terbaik.
22
 Perkembangan sistem pemilu dari suatu negara di pengaruhi oleh 
budaya masyarakat. 
Setiap negara memiliki sistem pemilu yang berbeda-beda. Perbedaan 
tersebut diakibatkan oleh berbedanya sistem kepartaian, kondisi politik dan sosial 
masyarakat, jumlah penduduk, jenis sistem politik, dan lain sebagainya. Sebab itu, 
pilihan atas sebuah sistem pemilihan umum menjadi perdebatan sengit dan tidak 
pernah selesai dikalangan partai politik karena sistem pemilu senantiasa 
menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam suatu negara.
23
 Partai politik 
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sebagai pilar dari sebuah negara demokrasi mengambil peram penting dalam 
pembangunan negara demokrasi 
Namun, apapun dasar pertimbangan dan kondisi dalam memutuskan 
suatu sistem pemilu, Donald l. Horowitz mengatakan bahwa sistem pemilu yang 
baik haruslah memperhatikan hal-hal yang ditetapkan sebagai berikut: 
1.  Perbandingan kursi dengan jumlah suara 
2. Akuntabilitasnya bagi konstituen (Pemilih) 
3. Memungkinkan pemerintah dapat bertahan 
4. Menghasilkan pemenang mayoritas 
5. Membuat koalisi antaretnis dan antaragama 
6. Minoritas dapat duduk di jabatan public 
   Berdasarkan keenam hal yang disampaikan oleh Horowitz tersebut maka 
dapat kita pahami bahwa aspek yang ditekankan adalah pada aspek hasil dari 
suatu pemilu apa pun sistem yang dipakai oleh suatu negara. Hal yang menarik 
dari apa yang disampaikan oleh Horowitz adalah, sistem pemilu yang baik adalah 
sistem pemilu yang mampu membuat koalisi antaretnis dan antaragama serta 
minoritas dapat duduk di jabatan publik. Ini merupakan hal yang sangat penting 
dan sering kali menjadi persoalan di negara yang multietnis atau multiagama. Di 
negara yang majemuk terkadang kelompok minoritas agak terabaikan dan konflik 
antaretnis/antaragama sering muncul. Melalui sistem pemilu yang dilaksanakan 
dengan baik, konflik yang berpotensi muncul di tingkat akar rumput bias diatasi 
oleh para wakilnya yang berada di parlemen.
24
 Pemilu menjadi wadah masyarakat 
untuk menyalurkan hak pilih sebagai konsekuensi negara demokasi. 
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C. Tinjauan Umum Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga 
perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah terdiri atas pemerintah 
daerah dan DPRD. Telah dikemukakan bahwa DPRD merupakan lembaga 
perwakilan rakyat  daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah menempatkan DPRD sebagai institusi yang sejajar dengan 
pemerintah daerah.
25
 fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) mempunyai kaitan erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya  
objek pengawasan adalah menyangkut pelaksana dari peraturan daerah itu sendiri 
dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam peraturan daerah. 
Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengontrol kinerja 
eksekutif dilaksanakan agar terwujud pemerintahan daerah yang baik (good local 
governance) seperti yang diharapkan rakyat. Demi mengurangi beban masyarakat, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menekan eksekutif untuk memangkas 
biaya yang tidak perlu.
26
 Pasal 18 ayat (3) pemerintahan daerah provinsi, daerah 
kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggota-
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
27
 Sehingga dewan perwakilan 
daerah menjadi representasi dari masyarakat daerah. 
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D. Perspektif Hukum Tata Negara Islam Terhadap Money Politik Dalam 
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Islam adalah agama yang menjaga keberlangsungan eksistensi kehidupan 
manusia risalahnya meliputi semua zaman dan mencakup segala aspek/bidang 
kehidupan, kapan pun dan dimana pun. Sebagaimana telah disampaikan dalam 
uraian terdahulu  bahwa politik uang sama dengan suap menyuap ini larangannya 
telah diturunkan sejak awal kenabian Muhammad Saw. Pengaturan mengenai 
larangan untuk melakukan perbuatan suap menyuap itu sendiri diturunkan Allah 
Swt. Bersamaan dengan larangan  melakukan praktik penyembahan terhadap  
berhala, lebih dahulu daripada perintah melaksanakan shalat lima waktu. Hal ini 
menunjukkan betapa perbuatan tersebut adalah perbutan yang harus dijauhi karena 
dapat menyebabkan ketidakadilan, dan mewujudkan suasana ketidakpantasan.
28
 
Praktek jual beli suara atau money politik dalam pemilihan umum 
termasuk dalam kategori risywah.
29
 Dalam hukum Islam ada beberapa istilah 
terkait dengan mengambil harta tanpa hak misalnya: ghasb, ikhtilas, sariqoh, 
hirabah, dan ghulul. Semuanya mengandung makna yang berbeda tetapi semua 
istilah itu bermuara pada penggunaan hak dan pengambilan harta dengan cara 
yang tidak benar. Maka dapat dikatakan bahwa hukum mengonsumsi dan 
menggunakan hasil politik uang yang di qiyashkan dengan suap menyuap ini 
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Allah swt berfirman dalam Al-Qur‟an surah Al-Mudatsir/ 74: 1-7 yang 
berbunyi:  
ْر  َوالرُّْجَز َفاْىُجرْ  ث ُِّر  ُقْم َفَأْنِذْر  َوَربََّك َفَكب ِّْر  َوثِياَبَك َفَطهِّ  يا أَي َُّها اْلُمدَّ
 َوال ََتُْنْن َتْسَتْكِثُر  َوِلَربَِّك َفاْصِبْ 
Terjemahnya: 
Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan sampaikan peringatan 
kepada umat, agungkan Tuhanmu dan bersihkan pakaianmu, tinggalkan  
perilaku sesat (penyembahan terhadap berhala) dan janganlah kamu 
memberi karena mengharapkan imbalan yang lebih banyak serta 
bersabarlah dalam memperjuangkan ajaran Tuhanmu.
31
 
Asbabun Nuzul dalam surah tersebut adalah dalam suatu riwayat 
dikemukakan bahwa al Walid bin al Mughirah membuat makanan untuk kaum 
Quraisy. Ketika mereka makan-makan, al walid berkata kepada teman-temannya: 
“Nama apa yang patut kalian berikan kepada orang seperti ini (Muhammad)” 
Berkata yang lain: Sahir (tukang sihir).” Yang lain pula berkata: “dia bukan 
tukang sihir.” Berkata pula yang lain “Kahin (tukang tenung).” Berkata lagi yang 
lain: “Sya‟ir (tukang syair).” Yang lain pula berkata: Dia bukan tukang syair.” 
Berkata yang lain pula: “Dia tukang sihir yang berkesan (berkesan kepada yang 
lain).” Semua perbicaraan ini sampai kepada Rasulullah Saw. Sehingga baginda 
merasa sedih sehingga dia berseimut dan menutup kepalanya. Maka Allah 
menurunkan ayat-ayat dari (Surah al Mudadatstsir/ 74: 1-7) sebagai perintah ke 
atasnya untuk membuka selimut dan berdakwah. (Diriwayatkan oleh at Thabarani 
dengan sanad yang daif dari Ibnu Abbas).
32
 
 Qs. Al-Mudatsir di dalam tafsir al-Maraghi (aql-maraghi, 1993: 214) 
dijelaskan, ketika Ibnu Abbas pernah ditanya tentang hal berpakaian, maka 
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jawabannya, “Janganlah engkau mengennakannya untuk maksiat dan ingkar 
janji.”Orang-orang arab mengatakan tentang seseorang yag ingkar janji dan tidak 
menepatinya, bahwa dia kotor pakaiannya. Tetapi apabila dia menepati janji dan 
tidak ingkar, maka mereka mengatakan bahwa dia bersih pakaiannya. 
 Dalam tafsir al-maraghi, menjelaskan jauhilah maksiat dan doa yang dapat 
menyampaikan kepada azab di dunia dan akhirat. Karena jika jiwa itu bersih dari 
maksiat dan dosa akan siap untuk berlapang kepada yang lain dan mau mendengar 
dan rindu kepada apa yang diserukan oleh juru dakwah. 
 Kemudian dijelaskan pula bahwa janganlah engkau memberikan kepada 
sahabat-sahabatnya wahyu yang engkau beritahukan dan sampaikan kepada 
mereka dengan mengharap engkau akan banyak memberikan hal itu kepada 
mereka. Dan maknanya mungkin juga, “janganlh engkau merasa lemah.” Ini 
berasal dari ucapan mereka mannahus sair, yaitu ia menjadi lemah karena 
perjalanan. Maka maksudnya ialah, “Janganlah engkau merasa lemah untuk 
memperbanyak ketaatan yang diperintahkan kepadamu”.
33
 
Disebutkan juga dalam Q.S surah Al-Baqarah/ 2: 188 yang berbunyi: 
 
اِم لَِتْأُكُلوا َفرِيًقا ِمْن أَْمَوالِ  َنُكْم بِاْلَباِطِل َوتُْدُلوا ِِبَا ِإََل اْْلُكَّ ِْْ َوأَنْ ُتْم َواَل َتْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ ِ بِاْْلِ  النَّا
 تَ ْعَلُمونَ 
Terjemahnya: 
Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara 
kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 
harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada 
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Sebab-sebab diturunkannya  surah Al-Baqarah (2) ayat 188 diriwayattkan 
oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa‟id bin Jubair bahwa ayat ini turun 
berkenaan dengan Umru-ul Qais bin „Abis dan „Abdan bin Asywal al Hadirami 
yang bertengkar dalam soal tanah. Umru-ul Qais berusaha mendapatkan taanah itu 
agar menjadi miliknya dengan bersumpah di depan hakim. Ayat ini sebagai 




M. Quraish Shihab menjelaskan janganlah kamu memakan harta sebagian 
diantara kamu, yakni janganlah memperoleh dan menggunakannya. Seperti harta 
si A hari ini, dapat dimiliki si B esok. Harta yang seharusnya yang dimiliki fungsi 
sosial, sehingga sebagian apa yang dimilki si A seharusnya dimilki pula si B. 
pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali interaksi manusia dengan manusia 
lainnya. Makna-makna inilah yang antara lain dikandung oleh pengunaan 
kata/antara kamu . kata itu seakan-aalkan berada di tengah. Dan keuntungan atau 
kerugian jangan ditarik terlalu jauh oleh masing-masing pihak sehingga, salah satu 
pihak merugi sedang pihak yang lain mendapat keuntungan, sehingga dengan 
demikian harta tidak lagi di antara dan keduddukan ke dua pihak tidak lagi 
seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah batil dan segala sesuatu yang 
batil adalah tidak hak dan  juga tidak dibenarkan dalam hukum.
36
 
Perbuatan yang terlarang yang sering dilakukan dalam masyarakat adalah 
menyogok. Dalam ayat ini diibaratkan seseorang yang ingin menimba air disumur 
untuk memperoleh air, timba yang truun tidak terlihat orang lain. Seperti halnya 
penyogok menurunkan keinginanya kepada yang berwewenang memutuskan 
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sesuatu tetapi secara sembunyi-sembunyi  untuk mendapatkan sesuatu atau 
keputusan secara tidak sah. Ayat diatas dapat juga bermakna, janganlah sebagian 
kamu mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak. Dan jangan pula 
membawa urusan itu ke hakim tetapi bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, 
tetapi untuk mengambil hak orang laindengan melakukan dosa dan dalam keadaan 
mengetahui bahwa sebenarnya bukan hak kalian. 
Dalam sebuah hadist ditegaskan bahwa Rasulullah saw melaknat bagi 
penyuap dan yang menerima suap. Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh 
Ahmad Rasulullah saw, besabda: 
عن ثوبان قال : ) لعن رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم الراشي واملرتشي والرائش ( 
 يعين الذي ميشي بينهما رواه أمحد
 
Artinya: 
Dari tsauban berkata: Rasulullah saw melaknat orang yang menyuap, yang 




Dengan demikian, jika dicermati lebih jauh ternyata hadist-hadist 
Rsulullah itu bukan hanya mengharamkan seseorang memakna harta hasil suap 
menyuap tetapi juga diharamkan melakukan hal-hal yang bisa membuat suap 
menyuap itu berjalan.Maka yang diharamkan itu bukan hanya suatu pekerjaan 
untuk memakan harta suap menyuap melainkan tiga pekerjaan sekaligus yaitu 
penerima suap, pemberi suap dan mediator suap menyuap. Sebab tidak akan 
mungkin terjadi seseorang memakan harta hasil dari suap menyuap kalau tidak 
ada yang menyuap. Maka orang yang melakukan suap menyuap pun termasuk 
mendapat laknat dari Allah juga.Sebab karena pekerjaan dan inisiatif dialah maka 
ada orang yang makan harta suap menyuap dan biasanya dalam kasus suap 
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menyuap seperti itu ada pihak yang menjadi mediatior atau perantara yang bisa 
memuluskan jalan” 
Dari uaraian ayat-ayat dan hadist diatas jelaslah bahwa praktik money 
politik dalam pemilu tergolong perbuatan risywah merupakan suatu perkara yang 
diharamkan oleh Islam baik member ataupun menerimanya sama-sama 
diharamkan di dalam syariat. Karena setiap perolehan apa saja diluar gaji dan 
dana resmi dan legal yang terkait dengan jabatana tau pekerjaan merupakan harta 
ghulul atau korupsi yang hukumnya tidak halal meskipun itu atas nama hadiah 
dan tanda terimakasih akan tetapi dalam konteks dan hukum Islam bukan 
merupakan hadiah tetapi dikategorikan risywah atau syibhu risywah yaitu  
semisuap atau juga risywah masturoh yaitu suap terselubung dan sebagainya.  
Berdasarkan penjelasan diatas telah jelas bahwa al-risywah atau korupsi 
(suap) adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau pejabat lainnya 
dengan segala bentuk dan caranya, sesuatu yang diberikannya itu bisa berarti harta 
atau sesuatu yang bermanfaat bagi si penerima hingga keinginan si penyuap dapat 
terwujud baik secara hak maupun batil.
38
 
E. Kerangka Konseptual 
Berdasarkan tinjauan teoretis pada penelitian ini yang menguraikan 
gambaran umum tentang Money Politik baik dari segi definisi, dampak dan 
bentuk-bentuk money politik. Diuraikan pula penjelasan mengenai Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dapat dirancang suatu kerangka pikir untuk 
menggambarkan hubungan atau kaitan antara variable variabel yang terdapat pada 
penelitian ini. Kerangka pikir dapat dilihat sebagai berikut : 
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A. Jenis dan Lokasi penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 
research) kualitatif yang dalam penelitian hukum disebut penelitian empiris. 
Metode kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, 
melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, 
dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang 
menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita 
empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. 
Penelitian ini mengkaji berbagai aspek seberapa jauh pengaruh money 
politik dalam pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten 
Takalar bagi masyakarakat dalam pemilihan umum. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Takalar. Disamping itu, 
peneliti juga berdomisili di daerah tersebut sehingga akan memudahkan untuk 
mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibandingkan tempat 
penelitian yang berbeda. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam proposal ini adalah: 
1. Pendekatan sosiologis yakni pendekatan yang menggali informasi dari 
berbagai hal yang tumbuh di masyarakat. 
2. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang digunakan dengan cara 





3. Pendekatan Syar‟i yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang 
didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari al-qur‟an, al-Hadis, 
kaidah ushul fiqh dan pendapat para ulama dalam memandang sebuah 
permasalahan terkait dengan pelaksanaan walimatul „ursy. 
C. Sumber Data Penelitian 
1. Sumber Data Primer 
Data primer Data Primer atau data dasar (Primary data atau basic 
data). Data Primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni 
wawancara perseorangan kepada setiap Masyarakat yang akan 
diwawancarai.  
2. Sumber Data Sekunder 
Data sekunder (Secondary data) mencakup dokumen resmi, buku, 
hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya. 
D. Metode Pengumpulan Data Penelitian 
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi dan 
wawancara. 
1. Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari 
berbagai proses biologis dan psikologis melalui pengamatan 
denganmenggunakan panca indera.
1
 Pengamatan akan difokuskan pada 
masyarakat dalam hal ini pengaruh adanya money politik yang ada di Kab. 
Takalar. 
2. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 
melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 
topik tertentu.
2
 Wawancara akan dilakukan kepada Masyarakat yang ada 
di kab. Takalar dengan wawancara ini akan diperoleh informasi mengenai 
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Pengaruh money politik dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dengan narasumber atau informan sebanyak 1 orang dari 
pihak Bawaslu dan 2 orang dari masyarakat. 
3. Dokumentasi adalah sekumpulan berkas yaitu mencari data mengenal hal-
hal berupa catatan, transkrip, notulen, agenda dan sebagainya. 
Dokumentasi akan dilakukan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten 
Takalar.  
4. Studi Kepustakaan dengan menelusuri dan mengumpulkan informasi dari 
tulisan-tulisan yang relevan dan menunjang penelitian ini baik melalui 
buku, jurnal dan lain sebagainya. 
E. Instrumen Pengumpulan Data 
Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk melihat gejala-
gejala sosial yang tumbuh di masyarakat. Instrument pengumpulan data  berfungsi 
sebagai alat untuk memperoleh data-data yang akan diteliti. Adapun instrument 
pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 
1. Peneliti dalam hal ini peneliti juga termasuk instrumen dalam melakukan 
pengumpulan data sebab penelitilah yang akan mengolah data-data untuk 
kemudian dijadikan sebagai gagasan baru. 
2. Narasumber adalah individu atau sekolompok orang yang menjadi sumber 
data daripada penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini melibatkan 3 
orang informan atau narasumber dari pihak Bawaslu sebanyak 1 orang dan 
2 orang dari masyarakat Kabupaten Takalar. 
3. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 
narasumber yang berupa daftar pertanyaan. 
4. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan 




5. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan 
pembicaraan dengan narasumber, dengan demikian foto dan rekaman ini 
keabsahannya lebih terjamin. 
6. Telepon genggam berfungsi untuk merekam semua percakapan atau 
pembicaraan dengan narasumber. Penggunaan telepon genggam dalam 
wawancara perlu memberi tahu kepada informan apakah dibolehkan atau 
tidak. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengelolaan data yakni 
lapangan kualitatif dengan analisis deduktif yakni mengakat data-data khusus 
kemudian diolah menjadi hal yang umum. Adapun teknik pengelolaan data yang 
digunakan adalah: 
1. Klarifikasi data  
Klarifikasi data merupakan pemilihan data-data yang mendukung 
penelitian untuk dilakukan penyusunan data data yang sistematis. 
2. Reduksi data  
Reduksi data adalah mengurai berbagai data yang sudah dipilih dari data 
yang diperoleh dilapangan kemudian data tersebut disederhanakan. 
3. Editing data 
Editing data disebut juga tahap pemeriksaan data yakni proses peneliti 
memeriksa kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui cukup baik dan 
dapaat diolah dengan baik. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Pengujian keabsahan data dilakukan agar apa yang data yang diperoleh 
tidak menimbulkan keragu-raguan dikumudian hari dan meningkatkan keabsahan 
data yang diperoleh sehingga hasil penelitian dapat bermanfaat bagi orang banyak. 




1. Menggunakan bahan referensi 
Bahan referensi yang dimaksud disini adalah adanya pendukung untuk 
membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti berupa buku, jurnal ataupun 
sumber lain yang ilmiah. 
2. Menggunakan uji waktu 










MONEY POLITIK DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN TAKALAR 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Profil Kabupaten Takalar 
  Kabupaten Takalar adalah salah satu dari wilayah penyanggah kota 
Makassar. Dimana kota Makassar adalah ibu kota sekaligus pusat ekonomi 
Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur. Bidang wilayah penyanggah bagi 
kabupaten Takalar dapat bernilai positif secara ekonomis, jika kabupaten Takalar 
dapat mengantisispasi dengan baik kejenuhan perkembangan kegiatan industri 
kota Makassar. Yaitu dengan menyediakan lahan alternatif pembangunan 
kawasan industri yang representatif, kondusif, dan strategis. Sebagian dari 
wilayah kabupaten Takalar merupakan daerah pesisisr pantai, yaitu sepanjang 
74km meliputi Kecamatan Manggarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, 
Kecamatan Sanrobone, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Kota 
dan Kecamatan Galesong Utara. Sebagai wilayah pesisir  yang juga telah 
difasilitasi dengan pelabuhan walaupun masih pelabuhan sederhana maka 
Kabupaten Takalar memiliki akses perdagangan regional, nasional bahkan 
internasional. Keunggulan geografis ini menjadikan Takalar sebagai alternatif 
terbaik untuk investasi atau penanaman modal. 
  Kabupaten Takalar terletak dibagian selatan provinsi Sulawesi selatan 
dengan jarak 40km dari kota metropolitan Makassar dan terletak antara 5031 
sampai 50381 Lintang  Selatan dan antara 1990221 sampai 1990391 Bujur Timur 
dengan luas wilayah 566,51 km2, yang terdiri dari kawasan hutan seluas 8,254. 
Ha (14,57%) sawah seluas 16,436,22 Ha (29,01%) perkebunan tebu PT. XXXII 




3,639,90 Ha (6,47%), kebun campuran seluas 8,932,11 Ha (15,77%), pekarangan 
seluas 1,929,90 Ha (3,41%) dan lain lain seluas 7,892,22 Ha (13,93%).
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2. Letak Geografis 
  Topologi wilayah Kabupaten Takalar terdiri dari pantai, daratan, dan 
perbukitan. Di bagian barat adalah daerah pantai dan dataran rendah dengan 
kemiringan  0-3 derajat sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0-25 m, dengan 
batuan penyususn geomorfologi dataran didominasi endapan alluvial, endapan 
rawa pantai batu gamping, terumbu dan tufa serta beberapa tempat batuan lelehan 
basal. Kabupaten Takalar dilewati oleh 4 buah Sungai. Yaitu Sungai Jeneberang, 
Sungai Jenetallasa, Sungai Pamakkulu dan Sungai Jenemarrung. Pada keempat 
sungai tersebut telah dibuat bendungan untuk irigasi sawah seluas 13.183 Ha.
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Dengan batas wilayah kabupaten Takalar sebagai berikut: 
a) Sebelah Utara dengan kota Makassar dan kabupaten Gowa 
b) Sebelah Selatan dengan Laut Flores 
c) Sebelah Barat dengan Selat Makassar 
d) Sebelah Timur dengan Kabupaten jeneponto dan Kabupaten Gowa 
3. Wilayah Yurisdiksi 
Wilayah kabupaten Takalar terdiri dari 9 (Sembilan) kecamatan masing-
masing: 
a) Kecamatan Manggarabombang   
b) Kecamatan Mappakasunggu 
c) Kecamatan Polombangkeng Selatan 
d) Kecamatan Polombangkeng Utara 
e) Kecamatan Galesong Selatan 
f) Kecamatan Galesong Utara 
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g) Kecamatan Pattallassang  
h) Kecamatan Galesong 
i) Kecamatan Sanrobone 
4. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Takalar 
Adapun Visi dari Pemerintah Kabupaten Takalar “Menjadi pemerintah 




a) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam setiap sendi-sendi 
kehidupan, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. 
b) Mewujudkan peningkatan kualitas manajemen dan budaya 
entrepreneurship pemerintah dan masyarakat. 
c) Mewujudkan peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat untuk 
mencapai peningkatan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan ketahanan 
budaya. 
d) Meningkatkan pencapaian pendapatan daerah. 
B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Money politik dalam Pemilihan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kab. Takalar. 
Fenomena money politik atau politik uang seakan sudah menjadi sesuatu 
yang wajar, bahkan sudah menjadi keharusan. Idealnya seorang yang dicalonkan 
dan mencalonkan diri sebagai seorang bintang dalam suatu partai politik untuk 
mengikuti suatu pemilihan legislatif ataupun eksekutif haruslah memiliki bekal 
pengetahuan dan pengalaman politik bukan hanya sekedar terkenal dan memiliki 
dompet tebal. Dalam pemilu pada umumnya dapat dilihat bahwa politik uang 
masih ikut mewarnai acara pesta dan peta demokrasi yang berlangsung di negara 
ini. Dalam standar demokrasi, dukungan politik yang diberikan oleh satu aktor 
terhadap aktor politik lainnya didasarkan pada persamaan prefensi politik dalam 
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rangka memperjuangkan kepentingan publik. Besarnya uang yang diperlukan 
untuk membeli suara sangat tergantung pada pola hidup dan tingkat ekonomi 
masyarakat daerah tersebut. 
Maraknya praktek politik uang menyebabkan menjadi salah satu faktor 
penyebab demokrasi berbiaya tinggi yang mengakibatkan setiap orang tahu bahwa 
kasus-kasus politik uang merupakan hal yang jamak dalam pemilu setelah 
reformasi bagaikan mata rantai dari terbentuknya kartel politik. Demokrasi 
perwakilan yang mengandalkan suara dengan mudah diubah menjadi sebuah 
komoditas yang akan dijual pada saat sudah diperoleh dan dibeli saat belum 
diperoleh. Dibeli waktu pemilihan umum dengan segala teknik dan dijual pula 
dengan segala teknik. Money politik menjadi salah satu alat yang digunakan oleh 
calon kandidat untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dalam menerima 
pemberian dalam bentuk apapun dari calon kandidat.
4
 Pengaruh money politik 
terhadap partisipasi politik masyarakat memang disebabkan oleh beberapa faktor 
diantaranya yaitu: 
1. Faktor Ekonomi 
Ternyata sebagian masyarakat awam selalu mengharapkan ajang 
pemilihan umum karena dapat membantu mereka secara ekonomi.Tingkat 
kesadaran politik mereka yang rendah secara tidak langsung dapat mempengaruhi 
pilihan mereka dalam menyalurkan suara. Hal itu tidak lepas dari kenyataan 
bahwa seseorang yang mapan secara finansial atau ekonomi mempunyai banyak 
waktu luang untuk memikirkan masalah ekonomi yang kesehariaanya dihabiskan 
dengan hanya memikirkan masalah mencari makan dan menjaga kelangsungan 
hidup saja. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Abbas Dg. Siriwa salah satu tokoh 
masyarakat di Desa Kalebentang, Kecamatan Galsesong Selatan, Kabupaten 
Takalar menyebutkan bahwa:  
“ketika menjelang dilaksanakannya pencoblosan atau pemungutan suara, 
hampir semua pasangan calon atau tim suksesnya melakukan serangan 
fajar yang dilakukan dengan cara membagi-bagikan uang atau sembako 
kepada masyarakat yang tingkat ekonominya rendah. Dan itu sudah dari 
dulu terjadi mulai dari pemilihan desa, gubernur bahkan presiden pun pasti 
ada. Di mana biasanya kita ditawari untuk mendukung mereka dengan 
imbalan seperti uang, sembako ataupun barang lain yang lumayan 
menguntungkan untuk kita dan tidak mungkin untuk ditolak kalau ada 
yang memberi tapi kita juga harus mengerti ketika sudah dibantu maka 
kita harus berusaha membantunya ketika hari pencoblosan”.
5
 
2. Faktor pendidikan 
Tingkat pendidikan seseorang secara langsung dapat mempengaruhi 
partisipasi politik dan kesadaran politiknya. Dengan tingkat pendidikan yang lebih 
baik, seseorang dapat berpikir logis dan memandang suatu masalah secara 
mendalam dan lebih terstruktur, termasuk pada masa pemilihan calon legislatif 
maupun kepala daerah. Berbeda dengan masyarakat kalangan kelas bawah yang 
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memiliki tingkat pendidikan yang rendah cenderung mengabaikan dan buta akan 
masalah politik. Hal itu berhubungan dengan faktor ekonomi seseorang, jika 
seseorang tersebut dikatakan memiliki tingkat ekonomi yang rendah maka 
seseorang tersebut tidak dapat mengusahakan untuk memiliki tingkat pendidikan 
yang tinggi akibatnya kurangnya pengetahuan yang dimiliki. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Adelina Kadir salah satu warga di 
Desa Paddinging Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar mengenai faktor yang 
menyebabkan terjadinya money politik dalam pemilihan anggota dewan 









“saya paham kalau money politik itu dilarang tapi kenyataannya hal 
tersebut menjadi kebiasaan ditengah masyarakat kita setiap menjelang 
pemilihan Kepala Daerah maupun pemilihan legislatif. Banyak masyarakat 
yang terbuka begitupun dengan saya karena walaupun jumlahnya tidak 
seberapa tapi sedikit banyak dapat menjadi tambahan untuk berbelanja 
kebutuhan sehari-hari. Kemudian jika ada yang memberikan uang atau 
barang tidak baik untuk ditolak dengan alasan takut mereka tersinggung 
apalagi orang dekat atau keluarga”.
6
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Pendidikan sangat penting dalam faktor penyebab masyarakat menerima 
money politik yang dilakukan oleh salah satu calon kontestan pemilu. Dengan 
tingkat pendidikan yang tinggi maka masyarakat mempunyai pengetahuan yang 
luas dan dengan pengetahuan masyarakat yang luas dapat membantu untuk 
membedakan mana yang baik dan tidak, mana yang salah dan benar sehingga 
setiap melakukan tindakan selalu menggunakan pertimbangan secara rasional 
begitu pula dalam menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan umum dengan 




3. Faktor kebiasaan 
Faktor kebiasaan berperan dalam budaya praktik money politk yang 
dilakukan oleh salah satu calon dalam proses menjelang pelaksanaan pemilihan 
yang seakan sudah menjadi rahasia umum dimana bagi masyarakat calon yang 
memiliki kemampuan secara ekonomi sangat berpeluang untuk menduduki 
jabatan tertinggi, sementara bagi mereka yang memiliki sumber daya manusia 
bagus dan memiliki kompetensi yang memadai tapi tidak punya modal uang yang 
banyak dengan sendirinya tersisihkan. Praktek ini sulit dihilangkan karena 
masyarakat terbiasa sejak dulu. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Abbas Dg. Siriwa salah satu tokoh 
masyarakat di Desa Kalebentang, Kecamatan Galsesong Selatan, Kabupaten 
Takalar terkait dengan  faktor yang menyebabkan terjadinya money politik dalam 
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pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah di kab. Takalar mengatakan 
bahwa: 
 
 “Kandidat atau calon kontestan pemilihan umum dan tim pemenangnya 
berkunjung langsung ke masyarakat, biasanya masyarakat diberikan uang 
atau dalam bentuk barang. Bagi sebagaian masyarakat uang atau barang 
sebagai tanda jadi atau uang panjar untuk memilih caleg tersebut. 
Penyaluran uang dan barang terjadi dalam berbagai bentuk seperti 
serangan fajar sebelum ke TPS, sebagian memberikan pada malam hari 




Tradisi atau kebiasaan membagi-bagikan uang atau sembako itu, memang 
sulit untuk dihilangkan dan dijauhkan dari kehidupan masyarakat, karena hampir 
semua masyarakat kita sudah terbiasa pada fenomena money politik saat 
menjelang pemilihan umum. Masyarakat beranggapan setiap kali menjelang 
perebutan kekuasaan maka pada saat itu pula tradisi yang sejak dulu dilestarikan 
itu harus ada. Money politik sudah menjadi tradisi turun-temurun atau budaya 
disetiap ajang pemilihan dari dahulu hingga sekarang. 
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Berdasarkan analisis penulis terkait faktor penyebab terjadinya money 
politik dalam pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah yaitu faktor 
ekonomi, pendidikan dan kebiasaan sehingga masyarakat cenderung terbukan dan 
menerima kegiatan money politics yang dilakukan oleh calon kandidat dan 
menerima segala macam bentuk pemberian. Pemberian uang yang membuat 
masyarakat merasa wajib untuk mengikuti proses pemilu karena adanya bentuk 
kesepakatan dari pelaku money politik.
9
 
C. Dampak yang ditimbulkan money politik terhadap masyarakat dalam 
pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah di kabupaten Takalar 
Money politik merupakan pemberian sesuatu yang dilakukan oleh calon 
pemimpin kepada rakyat agar rakyat memilihnya. Hal ini merupakan 
penyimpanan demokrasi. Namun, tidak sedikit masyarakat yang memanfaatkan 
mereka dengan tetap mengambil uang yang diberikan oleh para calon  tersebut 
tetapi tidak memilih mereka. Misalnya di daerah kabupaten atau kota, money 
politik terlihat sangat kontrak para calon pemimpin langsung memberi suara dari 
setiap masyarakat dengan cara membagi bagikan  barang atau uang tunai puluhan 
ribu atau ratusan ribu untuk perorangnya. 
Ciri khas demokrasi adalah dengan adanya kebebasan, persamaan derajat 
dan kedaulatan rakyat. Dilihat dari sudut ini demokrasi pada dasarnya adalah 
sebuah paham yang menginginkan adanya kebebasan, kedaulatan bagi rakyatnya 
yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Sementara dari sisi etika politik 
lainnya merupakan pemberian uang kepada rakyat dengan harapan agar 
terpilihnya partai politik tertentu berimbas pada pendidikan politik yaitu 
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mobilisasi yang pada gilirannya  menyumbat  partisipasi politik. Rakyat dalam 
proses seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi politik pihak yang memiliki 
kekuasaan. Money politik bukan secara moral saja yang salah, dalam dimensi 
Agama juga tidak dibenarkan sebab memiliki dampak yang sangat berbahaya 
untuk kepentingan bangsa ini.  Jika yang dihasilkan adalah kekecewaan  rakyat 
maka sesungguhnya yang akan mengadili adalah rakyat itu sendiri.
10
 
Imbas kontrak politik uang yang paling kentara dapat dilihat dari perilaku 
calon kandidat terpilih yang tidak memiliki rasa solidaritas terhadap kesulitan-
kesulitan yang menimpa rakyatnya. Dengan adanya praktik money politik  telah 
mencemari prinsip-prinsip demokrasi. Suara hati nurani seseorang dalam bentuk 
aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentinga tertentu. Oleh karena itu adanya 
money politik memberikan dampak : 
1. Merendahkan Martabat Rakyat 
Para calon legislatif atau partai tertentu menggunakan politik uang untuk 
membeIi hak pilih rakyat telah secara nyata merendahkan martabat rakyat. Suara 
dan martabat raktyat mereka nilai dengan uang yang sebenarnya nilainya tidak 
akan pernah sebanding dengan apa yang mereka dapat untuk 5 tahun kedepan. 
Proses ini merupakan suatu pembodohan public arena rakyat dikelabuhi dengan 
mengeksploitasikan hak pilih mereka hanya untuk kepentingan mereka.
11
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Adelina Kadir salah satu warga di 
Desa Paddinging Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar mengenai dampak 
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yang ditimbulkan money politik terhadap masyarakat dalam pemilihan anggota 
dewan perwakilan rakyat daerah di kabupaten takalar mengatakan bahwa: 
 
“Masyarakat selalu menjadikan pemilu sebagai ajang untuk menambah 
atau bahkan  mencari penghasilan tambahan karena mereka selama ini 
telah dibiasakan pada saat kampanye uang yang selalu berbicara. Uang 
menjadi sumber daya terpenting dalam menetukan terpilih atau tidaknya 
kandidat. Kemudian sebagian masyarakat pemilih berada pada tingkat 
kemiskinan yang relatif tinggi. Sehingga perolehan yang didapat pada saat 
pemilu merupakan rezeki tambahan. Pengalaman panjang yang 
mengajarkan bahwa para calon lebih banyak memberi janji daripada bukti. 
Kekecewaan terhadap mereka yang terpilih di masa lalu membuat 





Merendahkan martabat rakyat karena kurang dijunjungnya hak asasi 
manusia. Para calon legislatif memberikan sejumlah uang berharap agar 
masyarakat yang menerimanya memilih ketika pemilu. Hal ini merupakan suatu 
pelanggaran hak asasi manusia yang tercantum di dalam UUD 1945 pasal 28 E 
ayat (2) yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini 
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, melalui dengan hati nuraninya. Atas 
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dasar karena mereka telah mendapatkan uang dari para caleg akhirnya mereka 
harus memilih calon yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Namun karena atas 
dasar balas budi kepada calon legislatif yang telah membantu mereka dalam 
memenuhi kebutuhan hidup mereka.
13
 
2. Politik Uang Merupakan Jebakan Buat Rakyat 
Seseorang yang memanfaatkan politik uang sebagai cara untuk mencapai 
tujuannya sebenarnya sedang menyiapkan perangkap untuk menjebak rakyat. 
Dalam hal ini rakyat tidak diajak untuk bersama-sama memperjuangkan agenda 
perubahan tetapi diorentasikan hanya untuk memenangkan sang calon semata. 
Setelah calon terpilih maka tidak ada sesuatu yang diperjuangkan karena sang 
calon akan sibuk selama 5 tahun atau periode tertentu untuk mengumpulkan 
pundi-pundi rupiah guna mengembalikan semua kerugiannya yang telah 
digelontorkan untuk menyuap para pemilih.
14
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Abbas Dg. Siriwa salah satu tokoh 
masyarakat di Desa Kalebentang, Kecamatan Galsesong Selatan, Kabupaten 
Takalar terkait dengan dampak yang ditimbulkan money politik terhadap 
masyarakat dalam pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah di 
Kabupaten Takalar mengatakan bahwa: 
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“Dengan adanya money politik mengakkibatkan ketidakpercayaan 
masyarakat kepada pemimpin atau wakil rakyat. Ketidakpercayaan mereka 
memberikan efek negatif seperti mengakibatkan perpecahan antar 
masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa berhutang budi 
kepada calon pemimpin yang telah memberikan sesuatu sehingga sikap 
fanatik akan timbul dan mereka menganggap para calon pemimpin lainnya 
buruk jika dibandingkan dengan yang didukung oleh masyarakat tersebut. 
Konflik antar pendukung masing-masing calon para pemimpin akan terjadi 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Calon pemimpin yang 
menggunakan politik uang telah mencederai demokrasi dan kedaulatan 
penuh dari rakyat. Demi menutup kembali uang yang telah digelontorkan 
saat pemilihan umum  berlangsung maka ia akan mengabaikan aspirasi 




Jika money politik terus berlangsung dapat dipastikan bahwa dunia politik 
akan menjadi semakin rusak. Demokrasi akan menajdi lahan bagi kaum medioker 
yaitu mereka yang tidak memiliki prestasi memadai atau tidak berkopeten dan 
berkapabilitas untuk meraih kekuasaan. Bahkan sangat mungkin demokrasi akan 
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dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memiliki hasrat tak terbendung dan 
kerakusan untuk menguasai harta kekayaan negara.
16
 
3. Politik Uang Akan Berujung Pada Korupsi 
Salah satu pertimbangan utama dilakukannya pemilihan langsung adalah 
agar praktik money politik bisa diminimalisir. Hal ini merupakan warisan 
birokrasi yang sudah koruptif dari masa sebelumnya. Berbagai peraturan 




Berdasarkan hasil wawancara dengan Adelina Kadir salah satu warga di 
Desa Paddinging Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar mengenai dampak 
yang ditimbulkan money politik terhadap masyarakat dalam pemilihan anggota 
Dewan perwakilan rakyat daerah di kabupaten Takalar mengatakan bahwa: 
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“Praktek money politik dalam perpolitikan menyebabkan masyarakat tidak 
bisa membedakan antara penyelenggaraan mekanisme politik yang legal 
dan money politik. Pandangan masyarakat sudah terbentuk bahwa politik 
uang disetiap kompetisi politik seperti pemilihan umum merupakan sebuah 
kewajaran dan bahkan keharusan. Pandangan yang seperti inilah yang 
menyebabkan bahwa uang merupakan tujuan terselubung dalam setiap 
perhelatan demokrasi. Ketidaklaziman dalam berkontestasi dan 
berpartisipasi dalam pemilu tidak dilakukan secara jujur dan adil yang 
mempengaruhi pilihan para pemilih. Dalam memberikan pilihan pemilih 
bukan berangkat dari kepercayaan terhadap yang dipilih melainkan karena 
pemberian uang atau yang lainnya yang dapat dinilai dengan uang oleh 





Kanca perpolitikan Indonesia sudah terbiasa dengan metode suap menyuap 
baik dalam  uang, barang, dan jasa. Mulai dari tingkat desa hingga tingkat 
nasional sekalipun tidak luput dari politik uang. Secara tidak langsung masyarakat 
diutungkan dengan pola haram yang marak terjadi menjelang pemilu. Namun 
keuntungan yang diperoleh mesti dibayar mahal oleh masyarakat umum para 
calon pemimpin tentunya punyaa perhitungan sendiri akan dana besar yang 
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digelontorkan dalam pemilu. Maka tidak heran jika selama memimpin praktik 
KKN akan semakin sering dijumpai. Ada kolerasi antar pemimpin yang 
menggunakan cara illegal untuk dapat terpilih (politik uang) dengan praktik KKN 
khususnya korupsi yang terjadi selama masa kepemimpinannya.
19
 
Korupsi yang marak terjadi ialah salah satu bentuk penyelewengan APBD 
di mana terjadi kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Kehadiran legislatif 
mempunyai fungsi pengawasan atau fungsi control yang tidak dapat berfungsi 
secara maksimal. Motifasi dilakukannya korupsi yaitu unttuk mengembalikan 
kerugian yang terjadi pada saat kampanye di mana sang calon menggunakan cara 
politik uang dalam memberi suara rakyat. 
Berdasarkan analisis penulis terkait dampak yang ditimbulkan money 
politik terhadap masyarakat dalam pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat 
daerah di Kab.Takalar, yaitu pelanggaran dalam kampanye yang berulang kali 
terjadi bahkan telah menjadi budaya dalam politik disetiap periode pemilu adalah 
politik uang atau yang sering dikenal dengan money politik. Dampak money 
politik dalam sistem demokrasi mengakibatkan rendahnya martabat rakyat, 
jebakan buat rakyat dan  politik uang yang berujung pada korupsi. 
D. Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Money Politik di Kab. 
Takalar. 
Pengawasan pemilu merupakan tindakan kegiatan mengamati, memeriksa, 
mengkaji dan menilai proses pennyelenggaran pemilu sesuai peratutan perundang-
undangan. Dalam mengawasi dengan strategi mencegah dini, mengingatkan 
terhadap potensi-potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu kedepan 
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serta mensosialisasikan akan penting peran mengawasi oleh semua pihak dan turut 
bertanggung jawab melapor pelanggaran pemilu.  
 Penanggulangan money politik dilakukan untuk mencegah terjadinya atau 
timbulnya tindak pidana politik uang. Badan pengawas pemilu dalam 
menanggulangi politik uang atau money politik harus jemput bola atau memasang 
orang-orang tidak hanya mengandalkan diri sendiri karena badan pengawas 
pemilu memilki keterbatasan tenaga dan keterbatasan kemampuaan oleh karena 
keterbatasan itu rentan dengan politik uang (money politik). Memasang orang-
orang ialah badan pengawas pemilu memasang kaki tangan di sebuah desa, kaki 
tangan dari badan pengawas pemilu harus orang asli dari desa yang bersangkutan 
karena jika dari anggota resmi dari badan pengawas pemilu yang menjadi kaki 
tangan maka sudah dicurigai tetapi jika penduduk asli tersebut maka tidak 
dicurigai karena orang tersebut memang penduduk asli desa bersangkutan. 
Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan padahal sebenarnya orang itu adalah 
kaki tangan badan pengawas pemilu karena menurutnya pasangan calon yang 
berani melakukan tindakan tindak pidana politik uang (money politik). Karena 
mereka beranggapan tidak aada yang mengawasi, jika orang yang mengawasi 
orang yang tidak disangka-sangka maka tindak pidana politik uang (money 
politik) dapat ditanggulangi karena calon yang ingin melakukan politik uang akan 
was-was terhadap orang disekitarnya dan calon pasangan tersebut ragu untuk 
melakukan money politik. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibrahim Salim,S.S sebagai Ketua 
Bawaslu Badan pengawas pemilu Kabupaten Takalar terkait upaya bawaslu dalam 





“Dalam menanggulangi money politik melakukan sosialisasi-sosialisasi 
yang berkaitan dengan pencegahan pelanggaran pemilu, varian sosialisasi 
ada dengan cara tatap muka dengan masyarakat, dengan stakeholder yang 
berkaitan dengan pemilu mulai daeri Instansi-instansi terkait, 
Kelembagaan-kelembagaan, Ormas/Lsm. Sedangkan ditingkat pusat badan 
pengawas pemilu memiliki MoU (Memorandum of Understanding)/nota 
kesepakatan dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan) pada aspek hulu sedangkan aspek hilir di daerah. Penambangan 
kewenangan badan pengawas pemilu di dalam undang-undang no.1 dan 
perubahannya undang-undang no 8 serta undang-undang no 10 tahun 
2016, yang menjadi fungsinya adalah penindakan terhadap money politik 
yang bersifat terstruktur sistematis dan massif (TSM). Perbedaan dengan 
aturan sebelumnya, sebelum lahir undang-undang no 1 dan no 8 tahun 
2015 perubahan terakhir undang-undang no 10 tahun 2016 itu awalnya 
memakai undang-undang no 32 yaitu money politik harus diputus terlebih 
dahulu oleh pengadilan, setelah pengadilan memutuskan ada tindakan 





Berdasarkan hasil wawancara tersebut narasumber menginginkan adanya 
sosialisasi-sosialisasi secara aktif baik itu di tingkat pusat maupun di daerah 
tentang Money Politik untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, selain itu 
perlu adanya penambahan wewenang kepada Badan Pengawas Pemilu dalam 
Undang-Undang yang artinya narasumber mengingnkan adanya perubahan-
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perubahan dalam Undang-Undang tentang pemilu karena Undang-Undang yang 
sekarang dianggap belum bisa secara utuh mencegah terjadinya Money Politik. 
Setelah Undang-undang No. 32 tahun 2004 berubah menjadi no 1, no 8 
tahun 2015 dan UU Nomor 10 tahun 2016 tidak harus melalui putusan pengadilan 
dan tugas tersebut menjadi sepenuhnya kewenangan badan pengawas pemilu, jika 
dalam skema sebelumnya pengadilan adalah aspek pidana maka dalam badan 
pengawas pemilu menjadi aspek administrasi. Alasan mengapa sepenuhnya 
menjadi kewenangan badan pengawas pemilu yaitu karena badan pengawas 
pemilu menjadi domain dalam penindakan pembatalan calon walaupun pemilunya 




E. Pandangan Hukum Islam Terhadap Money Politik 
Money Politik dalam Islam disebut juga sebagai risywah atau suap-
menyuap. Dalam hukum Islam tindakan risywah tidak disebutkan secara jelas 
dalam teks ataupun nash akan tetapi tindakan risywah masuk ke dalam jarimah 
dengan hukuman ta‟zir. Dalam Al-Qur‟an, risywah digolongkan dalam kata 
umum batil, yaitu perbuatan pidana seperti merampok, menipu, memeras, dan 
termasuk praktik jual beli hak suara untuk kepentingan tertentu. 
Al-Fayyumi menyebutkan bahwa risywah merupakan sesuatu yang 
diberikan kepada seseorang kepada hakim atau yang lainnya agar memberi hukum 
menurut kehendak orang yang memberi sesuatu. Hal senada juga dikemukakan 
oleh Ibnu Hazm dalam kitab al-Muhalla, yaitu pemberian yang diberikan 
seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan 
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cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan 
kehendaknya. 
Islam sangat melarang umatnya dari perbuatan semacam itu. Sebagaimana 
sabda Rasulullah saw yang bermaksud, dari Abu Hurairah r.a, telah berkata: 
“Rasulullah saw telah mengutuk orang yang suka memberi suap dan orang yang 
suka menerima suap”. Perbuatan risywah merupakan perbuatan keji dan berdosa, 




Dalam kitab Al-Mausu‟ah Al-Fiqhiyyah, risywah merupakan pemberian 
sesuatu dengan tujuan membatalkan suatu yang haq atau untuk membenarkan 
suatu yang batil.
23
 Landasan hukum diharamkannya risywah telah dijelaskan di 
dalam surah Al-Nisa/4: 29-30 yang berbunyi: 
َلُكم َب ّ  اْ أَمّ  ُكُلوّ  أَي َُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنواْ اَل تَأّ  يَٰ  َرًة َعن  ّ  بَِٰطِل ِإالَّ ّ  َنُكم ِبٱلّ  وَٰ َأن َتُكوَن ِتَٰ
نُكم ّ  تَ َراض ّ  مِّ ّ  أَنُفَسُكم اْ ّ  تُ ُلوّ  َتق َواَل  ّ   َوَمن ٩٢ اّ  َرِحيم ّ  ِبُكم َكانَ  لَّوَ ٱل ِإنَّ  ّ 
ِلكَ  ّ  َعلّ  َيف نّ  ُعد ذَٰ ِلكَ  وََكانَ  ّ  اّ  لِيِو نَارّ  َف ُنصّ  َسوفَ  اّ  مّ  َوظُل اّ  وَٰ َيِسيً  ٱللَّوِ  َعَلى ذَٰ  
Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang 
kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan 
aniaya. Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka yang 
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Dengan demikian, jika dicermati lebih jauh ternyata sabda Rasulullah dan 
ayat tersebut di atas bukan hanya mengharamkan seseorang memakan harta hasil 
dari suap-menyuap tetapi juga diharamkan melakukan hal-hal yang bisa membuat 
suap-menyuap itu berjalan. Maka yang diharamkan itu bukan hanya satu 
pekerjaan yaitu memakan harta suap-menyuap melainkan tiga pekerjaan yaitu 
penerima suap, pemberi suap, dan mediator suap-menyuap. Sebab tidak akan 
terjadi seseorang memakan harta hasil dari suap-menyuap kalau tidak ada 
menyuapnya. Maka orang yang melakukan suap-menyuap pun termasuk 
mendapat laknat dari Allah juga karena pekerjaan dan inisiatif dialah maka ada 
orang yang makan harta suap-menyuap. 
Dari uraian ayat di atas, jelaslah bahwa praktik jual beli suara dalam 
pemilihan umum tergolong perbuatan risywah. Oleh karena itu setiap perolehan 
apa saja di luar gaji dan dana resmi dan legal yang terkait dengan jabatan atau 
pekerjaan merupakan harta ghulul yang hukumnya tidak halal meskipun itu atas 
nama hadiah atau tanda terima kasih akan tetapi dalam konteks dan perspektif 
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Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian serta analisa 
yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat di kabupaten Takalar 
dalam melakukan Money Politik adalah faktor ekonomi, faktor  
pendidikan, dan faktor kebiasaan. Dari berbagai faktor-faktor pengaruh 
Money Politik yang tumbuh subur dan sangat sulit untuk dibendung karena 
hal tersebut seperti seolah-olah dilegalkan oleh pemilih dan yang dipilih 
sehingga setiap pemilihan selalu saja diwarnai oleh Money Politik selalu 
ada partisipasi masyarakat dalam pemilu hal ini disebabkan kebutuhan 
akan uang, barang, dan pemberian lainnya sangat membuat masyarakat 
terlena dan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 
sehari-hari. Walaupun pada kenyataannya dengan adanya Money Politik, 
akan membawa dampak buruk terhadap suatu kekuasaan. Karena secara 
akal si calon maupun partai politik pendukungnya pada saat pemilihan 
sudah mengeluarkan sekian rupiah demi beliau berkuasa.  
2. Dampak money politik telah mencemari prinsip-prinsip demokrasi. Suara 
hati nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi 
kepentinga tertentu. Oleh karena itu adanya money politik juga 
memberikan dampak merendahkan martabat rakyat, politik uang 
merupakan jebakan buat rakyat, danpolitik uang akanberujung pada 




dari perilaku calon kandidat terpilih yang tidak memiliki rasa solidaritas 
terhadap kesulitan-kesulitan yang menimpa rakyatnya. 
3. Upaya Bawaslu dalam pengaruh money politik lembaganya bekerjasama 
dengan Komisi Pembeerantasan Korupsi (KPK), terutama dalam konteks 
pencegahan terjadinya politik uang dan transaksional dalam pelaksanaan 
pemilihan umum. 
4. Pandangan Hukum Islam Money Politik disebut juga sebagai risywah atau 
suap-menyuap. Karena setiap perolehan apa saja di luar gaji dan dana 
resmi dan legal yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan merupakan 
harta ghulul yang hukumnya tidak halal konteks dan perspektif syariat 
Islam bukan merupakan hadiah tetapi dikategorikan sebagai risywah. 
B. Implikasi Penelitian  
1. Perlu dilakukan pendidikan politik secara terus menerus terutama sebelum 
pemilu di dalam masyarakat tentang akibat atau dampak negatif dari 
Money Politik, kegiatan ini dimulai dengan sosialisasi yang dilakukan para 
tim sukses masing-masing kandidat atau bisa juga melalui kader-kader 
partai politik dan diawasi dengan  badan pemilu setempat mengenai 
bahaya Money Politik. Hal ini dilakukan untuk membentuk pandangan 
masyarakat bahwa Money Politik memiliki dampak-dampak yang 
merugikan dalam jangka panjang apabila salah dalam menetukan pilihan 
calon pemimpin. Perlu juga menekankan kepada pemilih agar lebih 
mengutamakan memilih berdasarkan rekam jejak atau trackrecord calon 
kandidat. Selain itu diharapkan dapat mengontrol tindakan tim sukses 
kandidat  maupun kader-kader partai politik agar bersama-sama berjuang 
secara fair. 
2. Pemikiran calon kandidat dimana Money Politik sebenarnya tidak terlalu 




yang telah dikeluarkan dan perlunyaa ada aturan yang jelas dan tegas 
untuk diberlakukan kepada masyarakat melalui pendekatan seca personal 
apabila masih ada oknum simpatisan atau tim sukses yang melakukan 
politik uang untuk menolak pemberian atau menerima pemberiannya tetapi 
jangan memilih pasangan kandidat yang mereka usung, karena jelas 
mereka sudah melaukan tindakan yang salah yakni tindakan yang 
termasuk kategori korupsi dengan memberikan sogokan. Hal ini 
diharapkan agar dapat memberikan efek jera kepada baik tim sukses 
maupun pasangan kandidat yang melakukan praktik politik uang di 
masyarakat. Diharapkan pada akhirnya dapat membentuk penyadaran 
kepada simpatisan atau kandidat bahwa melakukan strategi politk uang 
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